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“Bila kamu tak tahan menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung 

perihnya kebodohan”. (Imam Asy-Syafi’e rahmatullah) 

 

“Kita melihat kebahagian itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita 

sendiri,tetapi selalu berada di atas kepala orang lain.” (Thomas Hardy) 

 

“pendidikan merupakan pelengkapan paling baik untuk hari tua.” 
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ABSTRAK 
 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen akibat 
kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha iklan. Mengingat masih adanya hak-
hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha iklan. Rumusan masalah yang 
dikemukakan yaitu:Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas iklan di 
media tv? Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum yuridis 
normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian 
dimulai dengan mengkaji perundang-undangan, penelitian lapangan dengan 
teknik wawancara, dan studi keperpustakaan untuk mengetahui data dan fakta 
tentang perlindungan hukum kepada konsumen. Hasil yang didapat dari 
penelitian ini adalah bahwa masih kurangnya perlindungan hukum terhadap 
konsumen akibat iklan di media tv. Selain itu masih ada pelaku usaha yang 
membuat iklan secara berlebihan. Secara umum baik dari pihak KPI sudah 
melakukan kewajiban mereka untuk mengawasi berbagai penyiaran di media 
tv,baik penyiaran tentang iklan maupun yang lainnya, namun seringkali pelaku 
usaha tetap membuat iklan yang terkadang terlalu berlebihan yang dapat 
menimbulakn kekecewaan dan kerugian terhadap konsumen.  
 

Kata-kata kunci: Perlindungan Konsumen; Iklan; Menyesatkan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang sangat banyak 

dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan aneka produk yang 

dihasilkan. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan 

masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri 

modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan. Tanpa 

iklan para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya, 

sedangkan para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai 

produk barang dan jasa  yang tersedia di pasar.1  

Melakukan periklanan dalam waktu yang sangat singkat dapat membuat 

omset/pemasukan dari penjualan produk pelaku usaha meningkat sangat tinggi 

dalam perusahaan. Seperti dikatakan oleh Zaim Saidi bahwa praktik demikian 

dalam periklanan di Indonesia cukup sulit, namun selanjutnya terhadap itu dapat 

ditentukan dua katagori, berupa:2 

1. Pemakaian pernyataan- pernyataan yang secara jelas-jelas salah (false). 

Misalnya menyebutkan adanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau 

menyebutkan tidak adanya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu ada dalam 

produksi yang diiklankan. 

                                                           
1
  http://pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertia-dan-fungsi-periklanan.html,diakses 

,pada tanggal 12 oktober 2016 pukul:10.16.  
2 NHT Siahaan,Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab 

Produk, Jakarta:, Pantai Rei, 2004, hlml, 127. 
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2. Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. 

Selain dari dua kategori itu ditemukan istilah, yakni berupa puffery, mock-ups 

dan deceptive. Puffery adalah iklan yang menyatakan suatu produksi secara 

berlebihan  dengan menggunakan opini subjektif. Mock-ips adalah cara 

mengiklankaan sesuatu produksi dengan menggunakan tiruan. Deceptive adalah 

iklan yang dapat memperdaya konsumen, misalnya iklan yang menyatakan bahwa 

cerebrovit dapat meningkatkan daya tangkap belajar.3 

Dalam melakukan periklanan setiap pelaku usaha harus lah memperhatikan 

peraturan mengenai peraturan periklanan yang berlaku. Keinginan pelaku usaha 

beriklan semakin bertambah tinggi dengan munculnya berbagai media iklan baru, 

seperti televisi dan sosial media, yang semakin memperluas daya jangkau 

penyebaran iklan sampai kepada konsumen. 

Iklan di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan sudah merajalela  di 

periklanan media masa yang ada di Indonesia baik di media masa radio, televisi, 

sosial media maupun media masa lainnya. Para pelaku usaha dari berbagai produk  

banyak sekali membuat iklan namun iklan yang dibuat terkadang terlalu 

berlebihan dan menyesatkan banyak konsumen, misalnya iklan parfum di televisi 

yang membuat iklan dari produknya tersebut seolah olah parfum yang paling 

wangi sehingga apabila parfum itu digunakan maka semua orang akan datang 

untuk dekat-dekat dengan orang yang menggunakan parfum tersebut. Namun pada 

kenyataannya ketika sudah menggunakan parfum tersebut tidak ada orang yang 

mendekat. Sering kali iklan-iklan tersebut memuat hal-hal yang tidak benar-benar 

                                                           
3 Ibid, hlm,128 
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dan juga tidak didukung oleh kegunaan dan manfaat atau hal-hal lain yang terkait 

dari produk/jasa tersebut dan memuat janji-janji kosong. Kalau janji itu 

merupakan janji kosong, maka dapat dikatakan iklan itu telah membohongi atau 

membodohi konsumen atau masyarakat, maka iklan tersebut juga dapat dikatakan 

sebagai iklan yang menyesatkan. Hal seperti ini yang terkadang membuat 

konsumen merasa tertipu dan merasa disesatkan akan iklan parfum tersebut. 

Agar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha memiliki nilai jual yang 

tinggi terkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah 

melalui iklan yang memuat janji muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat 

produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun pada kenyataannya 

produk tersebut memiliki kegunaan dan manfaat yang tidak sesuai dengan janji 

yang ditawarkan. Sehingga iklan telah membohongi konsumen. Untuk itu 

konsumen perlu diberikan perlindungan terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. 

Peraturan iklan yang baik, seharusnya juga dapat menampung kepentingan 

dari berbagai pihak yang terlibat agar dapat berjalan dengan serasi dan selaras. 

Perusahaan periklanan mempunyai kepentingan agar iklan yang dibuatnya 

meninggalkan kesan yang mendalam bagi konsumen yang dituju. Periklanan 

mempunyai kepentingan agar iklan yang dipesan kepada perusahaan periklanan 

harus dapat menaikan penjualan produk yang diiklankan. Sedangkan, konsumen 

iklan memegang peranan yang penting guna memperoleh informasi produk. 

Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, iklan merupakan sebagian dari 

kehidupan media komunikasi yang starategis bagi pengembangan dunia usaha 

serta berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan nasional. Periklanan 
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bukan hanya semata sebagai sarana promosi tetapi juga didalamnya terkandung 

tujuan idiil. Oleh karena itu, iklan tidak hanya ditinjau dari segi kepentingan 

pengiklanan atau perusahaan periklanan saja, tetapi didalamnya juga terkait 

kepentingan umum atau kepentingan nasional. Dengan perkataan lain, 

pengembangan usaha periklanan perlu menyadari dan memperhatikan adanya 

keseimbangan antara tujuan komersial yang hendak diperoleh dengan tujuan 

idilnya.4 

Konsumen, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) diberi hak untuk menuntut haknya bila 

dirugikan oleh pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, memberi kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan tanggung 

jawab dari pelaku usaha. 

Hak untuk diberi kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, ertiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut 

masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada 

pelaku usaha. Hal ini terkait dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 dan 

Pasal 5 UUPK. 

                                                           
4 Ibid.hlm.31 
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Gugatan konsumen terhadap pelaku usaha dapat dilakukan melalui lembaga 

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau 

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Artinya 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar 

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak pihak yang bersengketa. 

Tetapi walaupun UUPK telah lahir, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen 

masih saja terus terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, di antaranya 

adalah ketidaktahuan masyarakat akan hal ini serta keengganan masyarakat untuk 

menuntut haknya karena merasa jika hal ini diselesaikan baik diluar pengadilan 

atau pun di pengadilan akan memakan biaya yang lebih besar atau tidak sesuai 

dengan kerugian yang diderita. Hal-hal ini lah yang menyebabkan pelanggaran 

terhadap hak konsumen terus terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka  

dengan ini penulis ingin melakukan penelitian untuk mencari solusi, sehingga 

konsumen memperolah perlindungan hukum dari tindakan pelaku usaha yang 

tidak bertanggung jawab, yaitu dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Iklan 

Di Media TV (Studi Iklan Parfum DI TV)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, 

maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum 

konsumen atas iklan di media TV? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di 

atas yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen atas Iklan di media 

TV. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu hukum terkait dengan perlindungan konsumen atas iklan yang 

menyesatkan di TV.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan 

permasalahan iklan di TV yang menyesatkan konsumen.  

 
E. Landasan Teori 

Kebutuhan hukum dari perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan 

bermasyarakata dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan 

perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh karena itu 

perkembangan hukum harus mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan 

hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. 

Hukum berfungsi mengabdi kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata 

tertib masyarakat, menjaga, agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan 

hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi hukum. Jika 

perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diakui pula 

dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan 
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bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan. 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di 

Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep 

terpadu merupakan hal baru di mana awalnya konsep tersebut dimulai di negara 

maju, yang kemudian merebak ke bagian dunia lainnya. 

Masalah perlindungan konsumen menjadi suatu permasalahan yang menarik 

dan mendasar untuk dibahas karena banyak dijumpai pelanggaran. Pelanggaran 

dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan selalu merugikan 

pihak  konsumen tanpa adanya suatu kepastian hukum tentang apa yang menjadi 

hak atas informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. 

Perlindungan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari 

kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Disisi lain perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu 

bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada 

korban dan sanksi ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun 

yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di 

sidang pengadilan.  

Pengertian Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa 

“konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan/ atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Menurut 
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Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah penggunaan atau pemakai 

akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, 

seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul mendefinisikan 

konsumen denga cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh 

kepustakaan belada, yaitu: semua individu yang menggunakan barang dan jasa 

secara konkret dan rill. Menurut Derective menyebutkan konsumen adalah pribadi 

yang menderita kerugian sebagai akibat penggunaan produk yang cacat bagi 

dirinya sendirinya.5 Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti 

konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa (uiteindelijke 

gebruiker ven goederen en diensten) yang diserahkan kepada mereka oleh 

pengusaha (ondernemer).6 Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen 

sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang 

dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu 

waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, 

dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa 

tertentu. Namun dalam pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen 

adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerbitkan kredit) lembaga jasa perbankan 

atau asuransi, penumpang akuntan umum atau pada pokoknya langgaran dari para 

pengusaha. 

 

 

                                                           
5 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Jakarta:, Djambatan, 2000, HLM, 

202. 
6 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:, Kencana Prenada Media Group, 

2013, hlm, 16. 
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Konsumen dapat dibedakan menjadi 3 batasan, yaitu: 

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan 

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. 

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang 

mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup 

lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari 

keuntungan kembali. 

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan 

bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan 

demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai 

pengertian mengenai perlindungan konsumen diatas, maka perlindungan hukum 

bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh 

lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan 

kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun 

sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.7 

 

                                                           
7 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Graha Ilmu, hlm, 4. 
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 Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK bahwa hak-hak konsumen adalah: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan/ atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kosndisi, serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/ atau jasa. 

d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 

yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang 

paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa 

yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak 



11 
 

aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk 

diedarkan dalam masyarakat.8 

Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang sangat banyak 

dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan aneka produk yang 

dihasilkan kepada konsumen, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen 

terhadap aneka produk yang dihasilkan. Oleh karean itu tidaklah mengherakan 

apabila dari tahun ke tahun budget yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk 

beriklan semakin bertambah besar jumlahnya.9 Iklan merupakan setiap bentuk 

komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial 

dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk mempengaruhi 

pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir dan bertindak 

sesuai dengan keinginan pemasangan iklan. 

Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak banyak atau orang 

banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain 

iklan memberitahu kepada banyak orang mengenai barang dan jasa yang dijual 

dipasang di media massa seperti koran dan majalah atau di tempat-tempat umum. 

Kata iklan berasal dari kata yunani yang artinya menggiring orang-orang kepada 

gagasan. Pengertian iklan secara lengkap yaitu semua wujud aktivitas untuk 

mendatangkan dan menawarkan penemu/ide, barang dan/atau jasa secara bukan 

personal yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Secara umum, iklan berwujud 

penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau 

                                                           
8 Gunawan Widjaja Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm, 29. 
9 Dedi Herianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen(Terhadap Periklanan Yang 

Menyesatkan), Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm, 3. 
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toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Maka dari itu, iklan 

berupa proses komunikasi yang memiliki tujuan membujuk atau menarik orang 

banyak untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pihak yang membuat 

iklan.10 

Iklan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia iklan adalah berita atau pesan 

untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa 

yang ditawarkan, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang 

dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di 

tempat umum. Menurut Kriyanto mengemukakan bahwa iklan merupakan bentuk 

komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor 

yang jelas guna untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan 

membayar biaya untuk media yang digunakan. Durianto mendefinisikan iklan 

sebagai proses komunikasi yang tujuannya untuk membujuk atau menggiring 

orang agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 

Menurut Wright mengemukakan bahwa iklan merupakan sebuah proses 

komunikasi yang memiliki kekuatan yang sangat penting sebagai alat pemasaran 

yangsangat membantu dalam menjual barang, memberikan layanan dan gagasan 

melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi persuasif. Menurut Lee 

menyebutkan iklan ialah sebuah komunikasi komersil dan non-personal tentang 

sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditrasmisikan ke khalayak ramai 

dengan target melalui media yang bersifat massal seperti televisi, radio, koran, 

majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan 

                                                           
10

 http://www.siswamaster.com/2016/05/pengertian-iklan-syarat-ciri-jenis-dan-
manfaatnya.html, diakses 2 januari 2017 pukul:11.17 
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umum. Dalam sebuah iklan terdapat unsur-unsur penting yang dapat membedakan 

iklan dengan bentuk komunikasi lain seperti, gagasan, barang dan jasa, non-

personal, sponsor dan pembayaran. Iklan dibuat dengan tujuan untuk mengeksplor 

dan mengenalkan barang atau jasa kepada khalayak ramai atau masyarakat umum 

dan mempengaruhinya agar produk yang diiklankan tersebut menarik masyarakat 

untuk mencoba ataupun membelinya.11  

Iklan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu komunikatif, informatif, bahasanya 

mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian dan bersifat 

mengajak penonton/pembaca untuk membeli/menggunakan barang atau jasa yang 

telah diiklankan. Iklan juga memiliki syarat yang harus diikuti pelaku usaha, yaitu 

kata dan bahasanya terata dan tidak memiliki tafsir ganda, bahasa yang dipakai 

menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat, tidak boleh merendahkan atau 

menghina produk sejenis dari perusahaan lain, tidak boleh berbohong, harus apa 

adanya, iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan 

santun, target pasar, dan lain-lain. Selain itu seperti yang kita tahu, iklan sangat 

berperan dalam aktivitas bisnis. Adapun  manfaat iklan, yaitu produk mejadi lebih 

terkenal dimata masyarakat dan keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapaat 

melonjak naik karena produk dipromosikan. 

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.seputarpengetahuan.com/2015/12/12-pengertian-iklan-menurut-para-ahli-

terlengkap.html, diakses pada januari 2017 pukul:11.53 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif (doktrinal). 

Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan 

masalah periklanan di media TV. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang undangan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang 

dihadapi. Mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Periklanan, dan berbagai buku yang terkait dengan iklan yang 

menyesatkan, selain itu dilakukan wawancara untuk mengetahui 

perlindungan terhadap perlindungan konsumen terhadap iklan yang 

menyesatkan. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti. Dalam penelitian 

ini yang menjadi objek kajian, yaitu iklan parfum di TV yang dianggap 

menyesatkan konsumen. 

4. Sumber Data 

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber 

data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara. Sumber data sekunder adalah 
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sumber data penelitian yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 

sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. 

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan yang dikaji adalah Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk 

mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan 

permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data. Bahan Hukum Tersier 

adalah Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis 

adalah Kamus dan Ensiklopedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara 

studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 
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b. Studi Dokumen 

Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan 

data ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi 

intitusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-

lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

c. Wawancara  

Wawancara yang akan dilakukan yaitu tanya jawab langsung dengan 

narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Dalam penulisan ini, penulis melakukan 

wawancara dengan konsumen parfum, pelaku usaha Parfun 

periklanan di TV, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Analisis Data 

      Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan penerapan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara menguraikan, 

membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau 

sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi. 

 
G. Pertanggungjawaban Sistematika  

       Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil 

skripsi ini, maka disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi 
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secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab 

dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut: 

       BAB 1 Bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis 

memilih judul ini sebagai judul skripsi penulis. 

      BAB II Bab ini tentang tinjauan umum konsep Perlindungan Konsumen 

Atas Iklan Di Media TV (Studi Iklan Parfum DI TV) secara keseluruhan, baik 

pengertian, manfaatnya bila digunakan, prinsip-prinsip maupun arti 

pentingnya. 

       BAB III Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis. 

      BAB IV  Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai 

masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan 

konsumen.   
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS IKLAN DI 

MEDIA TV 

 

A. Perlindungan Konsumen pada Umumnya 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di dalam Pasal 1 angka 1 

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa 

konsumen dengan pelaku usaha yang sering terjadi dapat diminilisir, sehingga 

hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi. 

Perlindungan konsumen juga banyak dikemukakan penjelasannya  

menurut  para ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa 

perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen 

di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain penjelasan dari Mochtar 

Kusumaatmadja, Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen 

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan 

barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. 
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Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan 

aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, 

dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.12 Menurut 

Nasution beliau mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-

kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan 

konsumen.13 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan 

konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang 

luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang 

berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga 

sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.14 

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum 

konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki 

sifat mengatur serta serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar 

mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak 

bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi. Perlindungan 

konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan 

manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia 

                                                           
12 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 4. 
13 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (aspek Substansi Hukum, Struktur 

Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), 
Yogyakarta, ombak, 2014, hlm, 5. 

14 Zulham, Op. Cit, hlm. 22. 
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khususnya adalah negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan 

hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa 

dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.15 Hak-hak 

kosumen yang secara iniversal diakui, dilindungi, dan di hormati oleh pelaku 

usaha, yaitu: 

a. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi 

oleh konsumen, 

b. Hak atas informasi yang harus disampaikan secara benaar, jujur, dan 

termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk, 

c. Hak untuk memilih, 

d. Hak untuk didengar, dan 

e. Hak atas lingkungan hidup. 

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang 

memiliki banyak manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua 

kalangan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum 

melalui sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan mereka 

telah jelas dilindungi oleh undang-undang, sehingga terlepas dari segala 

kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering 

terjadi.16 

 

 

                                                           
15 Eli Wuria Dewi, Op.Cit, hlm. 5. 
16 Ibid, hlm, 9. 
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2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang 

dan peraturan pelaksananya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi 

itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana telah diatur di dalam 

(UUPK) Pasal 2, maka hukum perlindungan konsumen itu sendiri berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, 

serta asas kepastian hukum.17 

1. Asas Manfaat 

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalaha 

perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga 

tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi. Asas ini juga 

menghendaki bahwa agar di dalam pengaturan dan penegakan hukum 

perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan 

salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi asas 

ini menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan 

kepada masing-masing pihak, baik pihak pengusaha (produsen) maupun 

konsumen apa yang menjadi haknya.  

2. Asas Keadilan  

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar 

partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 

                                                           
17 Ibid, hlm, 10. 
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memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) 

untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga melaksanakan 

kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. 

3. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah 

dalam arti materil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki 

agar konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh 

manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap 

perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen 

(pengusaha), dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujud 

kan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing-

masing di dalam pergaulan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.  

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada 

konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta 

mengosumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Kedua asas ini 

menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka 

konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau 

dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang dan/atau jasa yang 

digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman 

dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya. 
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5. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) 

maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang 

memberikan jaminan kepastian hukum.18 

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila  diperhatiakan 

substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu: 

a. Asas kemannfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan konsumen, 

b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asa keseimbangan, dan 

c. Asas kepastian hukum. 

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 

3 (tiga) kelompok di atas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengaan asas 

keseimbangan, kemanfaatan disejajaarkan dengan asas maksimalisasi, dan 

kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum 

yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa: “ 

Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana 

seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan 

melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.19 Adapun yang menjadi 

tujuan dari perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum di dalam 

Pasal 3 UUPK, yaitu: 

                                                           
18 Ibid, hlm, 12. 
19 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm, 33. 
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukkan 

dan menuuntut hhak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

g. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi 

diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen 

mengenai kesadaran, kemampuan serta kemandirian yang harus 

diperoleh para konsumen agar mereka dapat terhindar dari maraknya 

kasus kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk barang dan/atau 

jasa yang mereka beli dari seorang produsen, sehingga mereka dapat 
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melindungi dirinya sendiri dari segala kemungkinan yang akan ditemui 

dikemudian hari.20  

Tujuan perlindungan konsumen juga dimaksudkan untuk dapat 

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi, hal ini dimaksudkan agar para konsumen dapat memperoleh 

transparansi dan keterbukaan seluruh informasi mengenai berbagai produk 

barang dan/atau jasa yang diproduksi serta diedarkan oleh produsen, sebab 

jika timbul kerugian para konsumen dapat menuntut ganti kerugian sehingga 

konsumen mendapatkan jaminan kepastian hukum sesuai dengan yang telah 

di atur dalam peraturan perundang-undangan.21 

Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen. Untuk tujuan terakhir dari perlindungan konsumen yang terdapat 

di dalam Pasal 3 UUPK, maka hukum perlindungan bagi konsumen sangat 

diperlukan agar produsen (pelaku usaha) di dalam memproduksi barang dan 

atau jasa dapat meningkatkan standar kualitas produksinya, sehingga tidak 

membahayakan keselamatan konsumen dan tidak akan mengancam 

kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen setelah menggunakan 

produk barang yang dihasilkan oleh produsen.22 

 

 

                                                           
20 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 13. 
21 Ibid, hlm, 14. 
22 Ibid., 
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3. Pengertian Konsumen Iklan 

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata consumer. Secara 

harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang 

menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang 

memberi arti kata Consumer sebagi pemakai atau konsumen. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni 

pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. 

Business English Dictionary menyebutkan cunsumer adalah person or 

company which buys good and service. Selain itu Black’s Law Dictionary 

memberikan  mendifinisikan konsumen bahwa a person who buys goods or 

service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a 

natural person who use products for personal rather than business perpose. 

Disisi lain dalam Text book on Cunsumer Law, konsumen adalah one who 

purchasesgoods or service. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen 

adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak 

memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/ atau 

pembisnis.23 Secara harfiah arti consumer itu adalah (lawan dari produsen) 

setiap orang yang menggunakan barang.24  

Menurut pendapat Nasution (1995) konsumen adalah “seseorang yang 

membeli  barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu 

perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, 

juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau 

                                                           
23Zulham, Op.Cit, hlm. 15. 
24 Kelik Wardiono, Op.Cit hlm, 8. 
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sejumlah barang.”25 Menurut Badrulzamaan (1986), konsumen adalah 

pemakaian terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijk gubruikervan goerderen 

en diensten) yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha. Disisi lain dalam 

ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaigan Tidak Sehat, juga memuat 

suatu pengertian konsumen yaitu: Setiap pemakaian dan/atau penggunaan 

barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang 

lain. 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen 

sebagai definisi formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 (UUPK) yaitu, 

“setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup 

dan tidak dapat diperdagangkan”. Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 

UUPK juga disebutkan: 

a. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 

sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain. 

b. Konsumen akhir adalah penggunaan  atau pemanfaat akhir dari suatu 

produk. 

Selain penjelasan konsumen berasal dari peraturan perundangan-

undangan dan pendapat para ahli, terdapat pula penjelasan konsumen dari 

perundang-undangan manca negara lain, di antaranya: 

                                                           
25 Ibid, hlm, 21. 
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a. Undang-undang perlindungan konsumen India menentukan bahwa 

konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang disepakati, 

menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk 

mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain 

keperluan komersial. 

b. Dalam perundang-undangan Australia, konsumen adalah “setiap orang 

yang mendapatkan barang tertentu dengan harga yang ditetapkan 

(setinggi-tingginya A. $. 15.000,-) atau kalau harganya lebih, maka 

kegunaan barang tersebut umumnya adalah untuk keperluan pribadi, 

domestik atau rumah tangga”. (normally used personal, family household 

purposes.) 

c. Dari Undang-undang jaminan produk Amerika Serikat, ditemukan 

ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (3), yang menunjukan konsumen itu 

adalah “Setiap pemberian produk konsumen, yang tidak untuk keperluan 

pribadi, keluarga, atau rumah tangga”. (personal, family or house hold.) 

d. BW baru Belanda (NBW) seperti termuat dalam bagian ketentuan-

ketentuan tentang syarat-syarat umum perjanjian (algemenevoor 

waarden), konsumen diartikan sebagai “orang alamiah (yang dalam 

mengadakan perjanjian) tidak bertindak selaku orang menjalankan 

profesi atau perusahaan”. 

e. Hukum Inggris, tidak secara tegas menentukan batasan dari konsumen 

itu. Tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan 
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dengan konsumen akhir diartikan sebagai “ setiap pembeli pribadi 

(private purchaser) yang pada saat membeli barang tertentu, tidak 

menjalankan bisnis dagang atau keuangan baik sebagian maupun 

seutuhnya, dari barang tertentu yang  dibelinya itu.”26 

Setelah penjelasan konsumen dari penjelasan peraturan perundang-

undangan negara lain, terlihat beberapa hal tentang  pengertian konsumen 

sebagai berikut:27 

a. Konsumen dapat terdiri dari mereka yang menggunakan barang   atau 

jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan 

kembali (untuk tujuan komersial). 

b. Mereka ini disebut sebagai konsumen antara. 

c. Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen 

antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusahan, baik pengusahan 

perorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik 

pengusaha swasta maupun pengusahan publik (perusahaan milik negara), 

dan dapat antara lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat 

produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir (produsen), atau 

penyedia, atau penjual produk akhir (supplier, distributor, atau 

pedagang). 

d. Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan produk 

akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan 

                                                           
26 Ibid, hlm, 19. 
27

 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar), Diadit Media, 
Jakarta, 2011, hlm, 28.   
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atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non-

komersial). 

e. Mereka disebut sebagai konsumen akhir. 

f. Mereka pada pokoknya adalah orang alami (nutuurlijke persoon) dan 

menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan/atau 

tujuan komersial lainnya. 

Di sisi lain yang menjadi konsumen periklanan adalah suatu iklan 

mengenai barang atau jasa yang umum dibeli masyarakat. Konsumen dalam 

hal ini merupakan pihak yang membeli suatu produk yang diiklankan oleh 

pelaku usaha mengenai barang/jasa yang ditawarkan melalui iklan. Dengan 

melalui iklan lah konsumen mengetahui adanya suatu produk yang menurut 

konsumen dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, sehingga konsumen 

dapat dikatakan sebagai konsumen periklanan. Di sisi lain konsumen 

periklanan juga berhak menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh 

pelaku usaha iklan dan menimbulkan  kerugian terhadap konsumen 

periklanan. 

 

4. Hak-Hak Konsumen 

Mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah 

mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:28 

a. The riccht to safe product ( hak untuk mendapatkan keamanan dalam 

mengkonsumsi); 

                                                           
28 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010,, hlm, 32. 
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b. The right to he informed about products ( hak untuk mendapatkan   

informasi yang benar tentang produk); 

c. The right to definite choice in selecting products ( hak untuk memilih 

produk); 

d. The right to be heard regarding consumer interests (hak untuk    

didengarkan). 

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Konsumen juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen 

yang perlu dilindungi, yang meliputi: 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 

kebutuhan pribadi 

d. Pendidikan konsumen 

e. Tersedianya upaya rugi yang efektif 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya 

yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut 

untuk menyuarakan kepentingan mereka.29 

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang 

merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, 

                                                           
29

Ibid, hlm, 33.  
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karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga 

dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide 

negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme 

sejak abad sembilan belas. Melalui UUPK Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) 

hak konsumen:30 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa  

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminasif 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaiman mestinya  

                                                           
30 Ibid. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.31 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal 

yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, 

untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya 

akan nyaman, aman, maupun tidak membahayakan konsumen pengguna-nya, 

maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang/jasa yang 

dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan  informasi yang benar, jelas, 

dan jujur. Jika terdapat penyimpamgan yang merugikan, konsumen berhak 

untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 

kompensasi sampai ganti rugi. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, 

sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen 

merupakan “generasi keempat hak asasi manusia” yang merupakan kata kunci 

dalam konsepsi hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam 

konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan 

datang.32 

 

5. Kewajiban Konsumen 

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen berdasarkan 

Pasal 5 UUPK  juga mempunyai beberapa kewajiban yaitu: 

                                                           
31 Ibid, hlm, 34. 
32 Ibid. 
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a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang 

optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. 

 

6. Pengertian Pelaku Usaha Periklanan 

Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan 

produsen. Kadang-kadang mereka mengartikan produsen sebagai pengusaha, 

namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa produsen hanya penghasil 

barang saja dan merupakan salah satu unsur dari pengusaha.33 Pelaku usaha di 

dalam UUPK telah ditentukan definisinya, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 

1 angka 3 UUPK, yaitu; Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

                                                           
33 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen (problematika kedudukan dan kekutan 

putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)), Elektronik Pertama dan Terbesar di 
Indonesia, Malang, UB Press, 2011, hlm, 42. 
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Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang-Undang 

pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Pengertian pelaku 

usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena mencakup segala jenis 

dan bentuk badan usaha dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, 

sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang 

ekonomi didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.34 Pelaku usaha 

di dalam UUPK memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam 

melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen 

diwajibkan beritikad usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.35 

Dalam penjelasan undang-undang termasuk dalam pelaku usaha adalah 

prusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributot dan 

ekonomi.36 Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan 

produsen di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan 

hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut,tidaklah mencakup eksportir 

atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan  

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia.37 Kajian atas perlindungan 

terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadaphak-hak dan 

kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian produsen meliputi: 

                                                           
34 Kelik Wardiono, Op. Cit, hlm, 22. 
35 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 58. 
36 Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 

hlm. 41. 
37 Abdul Halim Barkatulah, Op. Cit, hlm, 38. 
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a. Pihak yang menghasilkan produk akhir barupa barang-barang manufaktur. 

Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari 

barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul 

akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses 

produksinya. 

b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk. 

c. Siapa saja, yang dengan menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu 

barang. 

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Dorevtive menyebutkan bahwa, siapa pun 

yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. Ketentuan 

ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan 

harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan 

EC. Sebagian besar negara anggota EC telah meratifikasi konvensi tentang 

yurisdiksi, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) konversi ini, gugatan atas 

product liability dapat diajukan ke pengadilan yang jurisdiksinya meliputi 

tempat timbulnya kerugian. Johannes Gunawan mengemukakan cakupan 

luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan 

pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama negara belanda. 

Adapun yang dapat dikulifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:38 

a. Pembuat produk jadi (finished product); 

b. Penghasil bahan baku; 

c. Pembuat suku cadang; 

                                                           
38 Ibid, hlm, 43  
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d. Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan 

mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lainyang 

membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; 

e. Importir suatu produk dengan maksud untuk dijual belikan, disewakan, 

disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi 

perdagangan; 

f. Pemasok (supplier), dalam hal identitas produsen atau importir tidak dapat 

ditentukan. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan  pelaku usaha periklana yaitu pelaku 

usaha yang bertanggungjawab atas iklan yang ditayangkan di media televisi, 

radio, maupun media lainnya yang menjadi sarana untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu produk  yang diiklankan. 

Pelaku usaha periklaanan dalam membuat iklan pada produknya harus 

memperhatikan aturan mengenai tata cara periklanan yang benar dan tidak 

melanggar aturan pada Pasal 17 UUPK mengenai larangan bagi pelaku usaha 

periklanan. Pelaku usaha periklanan tidak boleh membuat iklan yang 

melakukan kebohongan terhadap produknya dan tidak boleh membuat iklan 

yang terlalu berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian  terhadap 

konsumen akibat iklan yang tidak sesuai dengan fakta terhadap produk yang 

diiklankan. 

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

UUPK merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam 

penyelesaian permasalahan dan kasus-kasus tentang konsumen yang 
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menderita kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan 

kewajiban mereka di dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha sudah 

seharusnya mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban 

mereka di dalam menjalankan usahanya. Hak dan kajiban yang diamatkan 

oleh UUPK terhadap pelaku usaha tersebut, bertujuan agar di dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat 

tanggug jawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang 

dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkan.39 Hak-hak yang dibebankan oleh 

UUPK kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 antara lain 

sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

                                                           
39 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 59. 
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Hak pelaku usaha di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen diatas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-

hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku 

usaha (Produsen). Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya seperti hak-hak yang diatur dalam 

Undang-Undang perbankan, Undang-Undang Larangan Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang 

lainnya. 40  

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa 

pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau 

jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut 

harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. 41  

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya 

sebagaimana telah dijelaskan, pelaku usaha juga memiliki beberapa 

kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut, 

merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam 

menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas 

barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Kewajiban pelaku usaha tercantum 

di dalam Pasal 7 UUPK antara lain adalah:42 

                                                           
40 Ibid, hlm. 60. 
41 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian Teoretis dan 

Perkembangan Pemikiran), FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm, 37. 
42 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 61. 
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a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jamian barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu  barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau geransi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

pengunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha 

merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan 

tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam UUPK pelaku 

usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 
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sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa.43 

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku 

usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku 

usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ada di dalam undanng-undang yang berlaku.44 

 

8. Larangan Bagi PelakuUsaha Periklanan 

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV 

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang terdiri dari 

10 Pasal, dimulai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Pasal 8 UUPK 

mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:45 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah hitungan 

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut   

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya 

                                                           
43 Abdul Halim Barkatulah, Op Cit, hlm, 39. 
44 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 62. 
45

 Abdul Halim Barkatulah, Op. Cit, hlm, 40. 
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d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tinngkatan, komposisi, proses, pengolaan, gaya 

mode, atau pengunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan, atau promosi penjualan barang dan/ataujasa tersebut 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berang/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelau usaha, serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat  

j. Jika mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan. 

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-undang 

tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:46 
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a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan 

standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak 

akurat, yang menyesatkan konsumen.  

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUPK ditegaskan bahwa “pelaku usaha 

dilarang memperdagangkan barang yang rusaak cacat atau bekas, dan 

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 

dimaksud”. Pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa pelaku usaha dilaranag 

memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas 

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar, dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat (4) menegaskan bahwa pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran. Selanjutnya, di dalam UUPK sebagaimana tercantum di dalam 

pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, 

yaitu:47 

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: 

                                                           
47 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 65. 
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a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 

khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik 

tertentu, sejarah atau guna tertentu. 

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 

c. Barang dan/atau jada tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 

sponsor, pesetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri 

kerja atau aksesori tertentu. 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 

sponsor, persetujuan atau afiliasi 

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia. 

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu. 

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa 

lain. 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, 

tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang 

lengkap. 

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) Barang dan/atau jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 

diperdagangkan 
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(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 

melanjutkan penawaran promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

Selanjutnya pada Bab IV UUPK Pasal 17 diatur  mengenai Perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha periklanan yaitu: 

1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 

dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan 

barang dan/ataujasa. 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa 

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa 

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakain barang dan/atau jasa 

e. Mengeksplotasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan 

mengenai periklanan 

2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah     

melanggar ketentuan pada ayat (1). 

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan 

memperdagangkan baarang dan/atau jasa yang di produksinya harus 

dilakukan denga cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun 

standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan 
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wujud aslinya. Pelaku usaha bersikap jujur dan terbuka mengenai informasi 

yang berkaitan dengan harga atau tarif, kondisi, sampai dengan jaminan atau 

hak ganti rugi atas produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Pelaku 

usaha juga dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 

suatu produk barang dan/atau jasa dengan harga tau tarif khusus dalam waktu 

dan jumlah tertentu jika ternyata pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 

melaksanakannya sesuai dengan kurun waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan, hal tersebut sebagaimana telah tercantum 

dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku usaha di dalam memperdagangkan, 

menawarkan, dan mempromosikan produk yang dihasilkan tidak boleh 

memaksakan kehendak agar konsumen yang tidak ingin membeli menjadi 

tertarik untuk membeli karena tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku 

usaha.48 

 

9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan 

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga 

bertanggung jawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan dimana 

seseorang wajib memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu, dan 

memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan 

suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah 

laku atau perbuatanya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung 

                                                           
48

 Ibid, hlm, 66. 
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jawab ini bersifat kodrati, artinya tanggung jawab tersebut sudah menjadi 

bagian dari kehidupan setiap manusia, sehingga sudah pasti masing-masing 

orang akan memikul tanggung jawabnya sendir secara individu. Tanggung 

jawab pelaku usaha yag harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang 

menuntut ganti kerugian juga telah di atur di dalam UUPK.49 Tanggung 

jawab pelaku usaha dalam undang-undang tersebut telah tercantum 

sebagaimana terdapat dalam pasal 19 atay (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 

ayat (5) yaitu: 

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilakn atau diperdagangkan. 

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atan penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7) tujuh hari 

setelah tanggal transaksi. 

d. Penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

                                                           
49 Ibid, hlm. 67. 
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e. Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha. 

Dengan demikian tidak memperhatikan substansi dari tanggung jawab 

pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari 

pelaku usaha itu meliputi: 

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 

b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran dan 

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai tangguung jawab pelaku usaha 

selain UUPK adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.50 Pengaturan 

mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam kitab Undang-

undang Hukum Perdata, sebagaimana pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Perdata, menyatakan “Tiap-tiap perbuatn melawan hukum 

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yng karena 

salahnya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”. Maksud yang terkandung dalam penjelasan Pasal 1365 ini adalah 

setiap orang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang di dalam menjalankan 

usahanya melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk memberikan ganti 

kerugian yang berupa pengembalian uang maupun penggantian produk 
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barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang 

telah di derita oleh konsumen.  

Pada penjelasan di dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menjelaskan bahwa “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja 

untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pengaturan 

mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal ini menyatakan bahwa 

kerugian yang dialami oleh konsumen tidak semata-mata menjadi kesalahan 

murni dari pelaku usaha, akan tetapi kesalahan tersebut juga dapat muncul 

karena kurang hati-hatinya konsumen di dalam memilih dan membeli suatu 

produk barang dan atau/ jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.51 

Tanggung jawab pelaku usaha di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata juga diatur di dalam Pasal 1367, yang menjelaskan bahwa “ 

seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal ini 

menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya tanggung jawab atas sebuah 

kerugian yang di derita karena perbuatannya sendiri, melainkan orang 

tersebut harus tanggung jawab pula terhadap sebuah kerugian yang 

disebabkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.52 
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52

 Ibid, hlm, 70. 



50 
 

B. Periklanan 

1. Pengertian Iklan  

Iklan merupakan setiap bentuk keomunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu 

produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenagkan 

dukugan publik untuk berpikir  atau bertindak sesuai dengan keinginan 

pemasangan iklan. Lembaga pemasaran terkemuka yang ada d inggris, yakni 

BICM, mendefinisikan istilah pemasaran sebagai proses manajemen yang 

bertanggung jawab terhadap identifikasi, antisipasi, serta pemenuhan 

kebutuhan konsumen, dan dalam waktu bersamaan menciptakan keuntungan 

bagi perusahaan. Sedangkan institut periklanan inggris mendefinisikan istilah 

periklaanan sebagai pesan peenjualan yang paling persuasif yang diarahkan 

kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang dan atau 

jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya.53 Sebagai bentuk informasi 

yang bersifat pasif, maka iklan dapat juga diartikan sebagai:54 

Advertising is a means of passively promoting products and service. It is 
conducted using audio and visual media, including printed material such 
as newspapers and magazines, posters, hoardings, and leaflets. 
Televisions, whether terrestrial or satellite, radio and even the famous 
computer “superhighway” are all used by advertisers. (iklan adalah 
sarana produk pasif mempromosikan dan layanan. ini dilakukan dengan 
menggunakan media audio dan visual, termasuk bahan cetak seperti koran 
dan majalah, poster, hoardings, dan selebaran. Televisi, apakah terestrial 
atau satelit, radio dan bahkan komputer yang terkenal “superhighway” 
semua digunakan oleh pengiklan). 

 

                                                           
53 Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan 

Konsumen, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 4. 
54 Ibid, hlm, 5. 
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Advertising yang dalam bahasa latin disebut advertere yang artinya 

mengalihkan perhatian, sehingga advertising dapatlah diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian audience terhadap sesuatu. 

Menurut Frank Jefkins periklanan memiliki tujuan membujuk konsumen 

untuk membeli. Institute of Practioners in Advertising (IPA)  mendefinisikan 

periklanan sebagai suatu kegiatan yang mengupayakan suatu pesan penjualan 

yang supersuasif mungkin kepada calon pembeli yang paling tepat atas suatu 

produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya. Fred Danzing mengemukakan bahwa iklan dapat membuat 

konsumen membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan atau diinginkannya. 

Bahkan si konsumen tersebut rela membayar dengan harga yang lebih mahal, 

kemudian, dikenal pula istilah advertorial, yaitu iklan dengan gaya penulisan 

redaksi, dengan ketentuan khusus dari masing-masing media. Iklan ini 

biasanya ditulis oleh redaktur media yang bersangkutan berdasarkan briefing 

dari Advertiser. Setelah mendapat persetujuan dari Advertiser, iklan tersebut 

baru dimuat di media dengan ketentuan harus mencantumkan kata 

“Advertorial.”55 

Iklan menurut Rhenald Kasali yaitu, segala pesan tentang produk yang 

disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat.56 Spragel mengemukakan iklan sebagai setiap penyampaian 

informasi ataupun gagasan yang menggunakan media non personal yang 

                                                           
55 Ibid. 
56

 Rhenald Kesali, Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pustaka 
Utama Grafika, Jakarta, 1992, hlm, 2. 
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dibayar.57 Sementara menurut Whright iklan adalah suatuproses komunikasi 

yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 

memberikan layanan serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu yang 

pesuasif.58 Pengertian iklan sendiri menurut Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan Indonesia sebagaimana tercantum di dalam penjelasannya adalah 

sebagai berikut, Iklan ialah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan lewat suara media, dan dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, 

serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 

Menurut kalangan ekonomi biasanya definisi standar periklanan 

mengandung 6 (enam) elemen, yaitu:59 

a. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar walaupun beberapa 

bentuk periklanan, seperti iklan, layanan masyarakat, biasanya 

menggunakan ruang khusus yang gratis atau walaupun harus membayar, 

tetapi dengan jumlah yang sedikit. 

b. Selain pesan yang harus disampaikan, harus dibayar, dalam iklan juga 

terjadi proses identifikasi sponsor. Iklan bukan hanya menampilkan pesan 

mengenai kehebatan produk yang ditawarkan, melaikan juga sekaligus 

menyampaikan pesan agar konsumen sadar mengenai perusahaan yang 

memproduksi produk yang di tawarkan itu, sehingga kita sering 

mendengar atau melihat iklan yang selain menawarkan produknya juga 

menyampaikan siapa produsennya. 

                                                           
57 Alo Liliwerl, Dasar-dasar Komunikasi Periklanan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1992, hlm, 17. 
58 Ibid, hlm,18 
59 Ibid, hlm, 6. 
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c. Maksud utama kebanyakan iklan adalah untuk membujuk atau 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan sesuatu. Di dalam iklan, pesan 

dirancang sedemikian rupa agar bisa membujuk dan mempengaruhi 

konsumen. 

d. Periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampai 

pesan. Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada 

audiens sasaran. 

e. Penggunaan media massa ini menjadikan periklanan dikatagorikan sebagai 

komunikasi masal, sehingga periklanan mempunyai sifat bukan pribadi 

(nonpersonal). 

f. Perancangan iklan harus secara jelas ditentukan kelompok konsumen yang 

akan jadi sasaran pesan. Tanpa identifikasi audiens yang jelas, pesan yang 

disampaikan dalam iklan tidak akan efektif. 

Dari keenam elemen tersebut, Wells, Burnett, dan Moriarty (1998) 

mendefinisikan periklanan, yaitu Advertising is paid nonpersonal 

communication from an identified sponsor using mass media to persuade or 

influence.60 Tams Djayakusuma mengemukakan  bahwa periklanan adalah 

salah satu bentuk spesialisasi publisistik yang bertujuan untuk 

mempertemukan satu pihak yang menawarkan sesuatu dengan pihak lain 

yang membutuhkan.61 Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi 

yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk 

menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya 
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 Ibid, hlm, 7 
61 Ibid, hlm, 10. 
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pelanggannya melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat 

dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para 

konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, 

dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. 

2. Iklan Menyesatkan 

Iklan jenis ini antara lain ingin mengesankan “keampuhan” suatu barang 

dengan cara mendemonstranisasikannya. Dalam iklan tersebut suatu keadaan 

atau keampuhan produk digambarkan dengan cara berlebihan dan menjurus 

ke arah menyesatkan.iklan jenis ini umumnyamenggunakan media televisi, 

karena tayangan di layar kaca tampaknya lebih mengesankan. 

Iklan menyesatkan adalah suatu berita pesanan yang mendorong, 

membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di 

dalam media massa seperti surat kabar atau majalah, namun isi berita yang 

disajikan belum diketahui kebenarannya yang pasti sehingga dapat merugikan 

konsumen.  Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai iklan menyesatkan terkandung 

dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan Pasal 17. Iklan yang menyesatkan ini adalah 

iklan yang mengesankan keunggulan suatu barang dengan cara 

mendemonstrasikannya dan keadaan/ keunggulan produk digambarkan 

dengan cara yang berlebihan sehingga menjurus kearah yang menyesatkan. 

Iklan yang menyesatkan adalah segala bentuk iklan yang memberikan 

informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada terhadap barang dan/atau 

jasa yang diiklankan. Iklan jenis ini selalu mengesankan “keampuhan” suatu 



55 
 

barang dengan cara mendemonstrasikannya. Pada iklan ini, suatu keadaan 

atau keampuhan produk digambarkan dengan cara berlebihan dan menjurus 

ke arah menyesatkan. Pada umumnya media yang digunakan adalah televisi 

karena tayangan di layar kaca tampaknya lebih mengesankan. 

3. Fungsi Iklan 

Iklan sebagai teknik penyampaian pesan dalam bidang bisnis secara 

teoritis melaksanakan fungsi-fungsi seperti yang diemban media massa 

lainnya. Semua ini karena pesan-pesan itu tetap mengandung fungsi informasi 

dan penerbangan, fungsi penghibur dan fungsi mempengaruhi sikap 

tertentu.62 

Berikut beberapa fungsi-fungsi periklanan yaitu:63 

a. Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran adalah fungsi untuk memenuhi permintaan para 

pemakai ataupun pembeli terhadap barang-barang ataupun jasa serta 

gagasan yang diperlukan. Salah satu tujuan periklanan adalah 

mendatangkan uang bagi periklanan, juga bagi media massa. 

b. Fungsi Komunikasi 

Semua bentuk iklan memang mengkomunikasikan melalui berbagai pesan 

dan komunikator kepada komunikator kepada komunikan yang terdiri dari 

sekelompok orang yang menjadi khalayaknya. Sebagai fungsi komunikai, 

iklan berisi berita-berita mengenai suatu produk sehingga harus memenuhi 

syarat-syarat pemberitaan. Sebagai fungsi komunikasi, iklan berfungsi 
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sebagai, memberikan penerangan dan informasi tentangsuatu produk, jasa, 

gagasan yang lebih diketahui oleh satu pihak dan dijual kepada pihak yang 

lain agar ikut mengetahuinya. 

c. Fungsi Pendidikan 

Fungsi pendidikan merupakan bagian dari fungsi komunikasi, karena 

sebenarnya dalam hal setiap ulasan akibat fungsi komunikai maka fungsi 

pendidikan lebih diutamakan. Hal ini disebabkan karena semua orang 

menghindari terbentuknya suatu sikap yang negatif. Fungsi pendidikan 

dalam komunikasi harus memberikan pilihan yang bebas bagi khalayak 

untuk mengambil keputusan. Fungsi pendidikan sangat penting karena 

orang umumnya belajar sesuatu dari iklan yang dibacanya, dilihat dan 

didengarnya, dengan iklan orang belajar tentang suatu produk yang layak 

bagi mereka untuk belajar hidup lebih baik lagi. 

4. Ciri-ciri Iklan 

Iklan memiliki beberapa ciri, yaitu:64 

a. Komunikatif.  

b. Informatif. 

c. Bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. 

d. Menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton/pembaca untuk. 

membeli/menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. 
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 http://www.siswamaster.com/2016/05/pengertian-iklan-syarat-ciri-jenis-dan-
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5. Syarat Iklan 

Dalam pembuatan iklan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi para 

peaku usaha, syarat-syarat tersebut, yaitu:65 

a. Kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. 

b. Bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat-ingat oleh 

masyarakat. 

c. Tidak boleh merendahkan atau menghina produuk sejenis dari 

perusahaan lain. 

d. Tidak boleh berbohong, harus apa adanya. 

e. Iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan 

santun, target pasar, dan lain-lain. 

6. Manfaat Iklan  

Setiap yang kita ketahui, iklan sagat berperan dalam aktivitas bisnis. 

Adapun manfaat iklan yaitu: 

a. Produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat. 

b. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena 

produk dipromosikan. 

7. Jenis-Jenis Iklan Menurut Para Ahli 

a. Menurut Bitner, iklan ada 2 jenis yaitu: 

1) Iklan standar, adalah iklan yang ditata secara khusus untuk 

keperluan memperkenalkan produk atau barang, jasa, pelayanan 

untuk konsumen melalui media periklanan. 
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2) Iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang sifatnya non profit 

dan berupaya memperoleh keuntungan sosial di dalam 

masyarakat. 

b. Menurut Frank Jefkins 

Menurut Frank Jefkins, secara garis besar iklan bisa digolongkan 

menjadi tujuh katagori pokok, diantaranya: 

1) Iklan konsumen, adalah iklan yang mempromosikan barang-

barang konsumsi yang umum/biasa dibeli oleh masyarakat. 

2) Iklan antar bisnis, adalah iklan yang mempromosikan barang-

barang dan jasa non konsumen. 

3) Iklan perdagangan, adalah iklan yang secara khusus ditujukan. 

untuk kalangan distributor, pedagang, agen dan lain sebagainya 

4) Iklan eceran, adalah iklan-iklan yang dibuat dan dibiayai oleh 

pihak pemasok/perusahaan dan dilancarkan kepada pihak 

pengecer. 

5) Iklan keungan, adallah iklan-iklan untuk  bank, jasa tabungan, 

asuransi dan investasi. Untuk pelengkap terkadang disertai juga 

laporan keuangan perusahaan. 

6) Iklan langsung, adalah iklan yang memaki medium pos. 

7) Iklan lowongan kerja, adalah iklan yang mempunyai tujuan. 

merekrut calon pegawai atau pekerjaan untuk dipekerjakan.66 
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c. Menurut Courtlan L. Bovee 

Manurutnya iklan dibagi menjadi 4 katagori, yaitu: 

1) Berdasarkan khalayak sasaran psikografis. 

2) Berdasarkan khalayak sasaran geografis. 

3) Berdasarkan tempat media. 

4) Berdasarkan fungsi dan tujuannya iklan. 

 

8. Jenis Iklan Berdasarkan Tujuannya 

Berdasarkan tujuannya, iklan dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Iklan Komersial 

Iklan komersial utama bisnis memiliki tujuan untuk mencari keuntungan 

ekonomi, yang utamanya meningkatkan penjualann. Iklan komersial ini bisa 

dibagi lagi menjadi: 

1) Iklan konsumen, dimaksudkan untuk mencari keuntungan bisnis, dimana 

pesan atau isinya iklan ditujukan kepada konsumen akhir, yaitu yang 

memakai terakhir suatu produk. 

2) Iklan bisnis, iklan yang disampaikan dengan maksud mencari keuntungan 

ekonomi, sasaran pesan yang dituju yaitu lembaga yang akan 

mengelolah/menjual produk yang sudah diiklankan kepada konsumen 

akhir. 

3) Iklan profesional, iklan yang disampaikan dengan maksud mencari 

keuntungan bisnis dimana khalayak sasarnnya yaitu segmen khusus (para 

profesional). 
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b. Iklan Non Komersial 

Iklan yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk atau mendidik 

khalayak dimana tujuan akhirnya bukan mencari keuntungan ekonomi, 

melaikan keuntungan sosial.67 

 

9. Tata Cara dan Kode Etik Periklanan 

Kode etik iklan, konvensi masyarakat periklanan indonesia, Persatuan 

Perusahaan Indonesia (PPPI). Pada konvensi ini oleh pemrakarsa yang sama 

dengan menyelenggarakan seminar kode etik periklanan (1980),berhasil 

disempurnakan dan disahkan Kode Etik Periklanan Indonesia. Kode etik ini 

kemudia disebut “ Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia” . Adapun 

tata cara periklanan yaitu:68 

1. Individu atau organisasi usaha periklanan harus merupakan entitas yang 

didirikan secara sah, dan beridentitas jelas. 

2. Semua pelaku dan usaha periklanan wajib mengindahkan hak cipta. 

3. Penawaran harga produksi atau penyiaran materi periklanan, harus 

diajukan berdasarkan permintaan dan taklimat (brief) resmi dari pemesan 

yang dilampiri naskah, serta segala hal yang terkait dengan kebutuhan 

pesaannya. 

4. Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses produksi atau 

penyiaran materi periklanan, menjadi tanggungjawab pelaksana pesanan 

                                                           
67 Ibid., 
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dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran 

harga yang diajukan kepada pemesan. 

5. Ikatan kerja antara pemesanan dan pelaksana pesanan harus dikukuhkan 

dengan suatu perjanjian, yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan dan menyelesaikan pesanan 

tersebut 

b) Spesifikasi, kualitas dan atau jumlah pesanan 

c) Syarat-syarat pemesanan dan jangka waktu penyelesaiannya 

d) Harga, cara, dan waktu pelunasan yang disepakati. 

6. Pemesanan wajib membayar pesanannya kepada pelaksana pesanan sesuai 

jumlah, cara, dan batas waktu yang sudah disepakati. 

7. Komisi dan rabat harus diterimakan hanya kepada pemesan sebagai suatu 

badan usaha, bukan sebagai pribadi. 

8. Setiap usaha periklanan wajib melindungi danhanya menggunakannya 

untuk keperluan, atau atas seijin pemilik yang sah, barang-barang hak 

milik pihak lainyang diproduksi, diserahkan atau dipirmasi dan kegiatan 

periklanan dariklien, produk, atau materi iklan yang ditanganinya. 

9. Ketidaksempurnaan hasil pesanan, tampilan iklan, atau pelaksanaa 

kesepakatan akibat kelalaian pelnjamkan untuk keperluan sesuatu 

periklanan 



62 
 

10. Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh dan bertanggungjawab 

atas kerahasiaan segala info pelaksana pesanan, wajib diganti tanpa 

dipungut pembayaran, atau sesuai perjanjian antara para publik. 

Selain dari tatat cara periklanan ada pula tata krama isi iklan, yaitu:69 

a) Hak cipta, penggunaan materi yang bukan milik sendiri, harus atas ijin 

tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah. 

b) Bahasa, (a) iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh 

khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang 

dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh 

perancang pesan iklan tersebut. (b) iklan tidak boleh menggunakan kata-

kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata 

berawalan “ter” dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 

menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 

pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. (c) 

penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut: 

penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli”, untuk menyatakan sesuatu 

kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat 

dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 

yang otentik. Penggunaan kata “halal” dalam iklan dapat dilakukan oleh 

produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi Majelis Ulama 

Indonesia, atau lembaga yang berwenang. Pada prinsipnya kata halal tidak 

untuk diiklankan. Penggunaan kata “halal” dalam iklan pangan hanya 
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dapat ditampilkan berupa label pangan yang mencantumkanlogo halal 

untuk produk-produk yang sudah memperoleh serifikat resmi Majelis 

Ulama Indonesia atau lembaha yang berwenang. Kata-kata “presiden”, 

“raja”, “ratu”, dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau 

konotasi yang negatif.  

c) Tanda Asteris (*), tanda asteris pada iklan di media tidak boleh digunakan 

untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi 

khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang 

diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk. Tanda 

asteris pada iklan di media cetak hanya boleh digunakan untuk memberi 

penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda 

tersebut. 

d) Penggunaan kata “Satu-satunya”, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata 

“satu-satunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan 

dalam hal apaproduk tersebut harus dapat dibuktikan dan 

dipertanggungjawabkan. 

e) Penggunaan kata ”Gratis”, kata “gratis” atau kata lain yang bermakna 

sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus 

membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen 

juga harus dicantumkan dengan jelas. 

f) Pencantuman harga, jika harga suatu iklan mencantumkan dalam iklan, 

maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui 

apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut 
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g) Garansi, jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu 

sautu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

h) Janji pengembalian uang (warranty), jika suatu iklan menjanjikan 

pengembalian uang ganti rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata 

mengecewakan konsumen, maka: syarat-syarat pengembalian uang 

tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis 

kerusakan atau kekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya 

pengembalian uang. Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen 

sesuai janji yang telah diiklankannya. 

i) Rasa takut dan takhayul, iklan tidak boleh menimbulkanatau 

mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang 

terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif. 

j) Kekerasan, iklan tidak boleh langsung maupun tidak langsung 

menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan 

membenarkan terjadinya tindakan kekerasan. 

k) Keselamatan, iklan tidak boleh menampilakn adegan yang mengabaikan 

segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk 

yang diiklankan. 

C. Perlindungan Konsumen dan Periklanan dalam Perspektif Islam 

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (fukaha) tidak pernah 

mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian 
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hukum secara khusu. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang 

prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi 

konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusu 

tentang perlindungan konsumen.70 

  Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari 

pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan 

transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen dalam Islam. Defiinisi konsumen tersebut adalah “ setiap orang, 

kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena 

adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk 

proses produksi selanjutnya”.71 

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang 

perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, 

perusahaan, atau lembaga tertentu. Definisi ini sedikit bertentangan dengan 

definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan, bahwa konsumen 

hanyalah “setiap orang” dan tidak termasuk di dalamnya badan hukum atau 

perusahaan. “Pemakai” yang dimaksud dalam definisi tersebut sesuai dengan 

substansi teori konsumen dalam islam. Bahwa pemakaian memiliki makna 

yang cukup luas, pemakaian tidak hanya berasal dari transaksi jual beli atau 

tukar- menukar, namun pemakaian juga mencakup aspek lain seperti zakat, 

hibah, hadiah, sedekah, termasuk juga konsumen lingkungan. Dengan 

                                                           
70 Zulham, Op Cit, hlm, 18. 
71

 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 
Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm, 129. 
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demikian penerimaan zakat, hibah, hadiah, sedekah, dan penggunaan 

lingkkungan termasuk dalam katagori konsumen yang harus dilindungi hukum. 

Perlindungan terhadap pemakaian atau penggunaan terhadap barang 

dan/atau jasa yang tidak sah, secara luas juga diperuntukan untuk 

mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering). 

Karena sesungguhnya pengaburan asal-usul harta dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan konsumen yang memakai harta tersebut, sehingga seolah-olah 

harta tersebut adalah harta yang sah. Hukum ekomoni Islam konsumen dalam 

islam termasuk semua pemakaian barang dan/atau jasa, baik yang dipakai 

langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi 

selanjutnya. Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam adalah milik semua orang 

baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.72 

Konsumen dalam Islam bertujuan menggunakan barang dan atau jasa untuk 

mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum 

islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai 

hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara 

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusi dan Allah SWT. Maka 

perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan 

kewajiban negara.73 

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep 

halal dan haram, serta keadaan ekonomi, berdasarkan nialai-nilai atau prinsip-

                                                           
72 Ibid, hlm, 131. 
73 Zulham, Op. Cit, hlm, 24. 
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prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi islam dalam perlindungan 

konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, 

tujuan produksi, hingga pada akibat mengosumsi barang dan/atau jasa tersebut. 

Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya 

dapat menjadi Islam, barang dan/atau jasa halal dari segi zatnya dapat menjadi 

haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar 

ketentuan-ketentuan syara.74 

 

2. Iklan dalam Persfektif Islam 

Kata iklan, berasal dari bahas Arab, yaitu i’lan, yang artinya 

pemberitahuan. Dalam ilmu bisnis, yang dimaksud dengan iklan ialah, suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh produsen, baik secara langsung ataupun tidak, 

untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak (konsumen) melalui 

beragam media. Tujuannya, yaitu untuk menambah atau meningkatkan 

permintaan atas produk. 

Memandang iklan yang amat beragam bentuk,media, dan penampilannya, 

maka Islam memiliki batasan-batasan berkaitan dengan masalah. Yang pada 

dasarnya berpijak pada kaidah “menciptakan manfaat dan mencegah 

mudarat” ini tidak lain agar iklan tetap berada dalam koridor syari’at, sejalan 

dengan kaidah yang berlaku, dan terjaganya maqashidusy syari’ah, yaitu 

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum, iklan yang 

mendatangkan manfaat, diperolehkan. Bahkan secara khusu, iklan terdapat 

dalam materi syari’at sendiri. Misalnya mengiklankan perikahan, dan adzan 

                                                           
74

 Ibid, hlm, 25. 
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sendiri, yang disetiap hari berkumandang merupakan “iklan” berkaitan 

dengan shalat yang akan didirikan.75 

 

  

                                                           
75 https://almanhaj.or.id/2637-hukum-iklan-sebuah-tinjauan-syariah.html, diakses 20 

Januari 2017 pukul: 18.58. 
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BAB III 

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS IKLAN DI MEDIA TV 

A. Gambaran Umum Iklan Parfum di Media TV 

Periklanan adalah salah satu media promosi yang dianggap sangat penting 

dalam rangka pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa. Media ini dipandang 

sebagai saranan terpenting dari sejumlah media pemasaran yang dikenal dalam 

perdagangan. Periklanan sangat erat hubungannya dengan dunia usaha karena 

media periklanan merupakan jembatan penting antar pelaku usaha dan konsumen. 

Hal ini sesuai dengan sebuah motto yang cukup dikenal berbunyi “Doing business 

without advertising is like winking at girl in the dark (melakukan bisnis tanpa 

iklan seperti mengedipkan mata pada seorang gadis dalam gelap)”. Slogan ini 

menggambarkan bahwa iklan menjadi suatu keharusan bagi para pedagang untuk 

menarik minat konsumen iklan bagaikan darah yang diperlukan untuk mengisi 

nadi kehidupan usaha, baik di sektor barang maupun jasa.76 

Adanya persuasi yang terus menerus, dapat membentuk suatu makna dan 

persepsi kepada khalayaknya. Pesan iklan dibuat dengan pencitraan tertentu untuk 

mempermudah pembuat iklan mengiring khalayak ke perilaku yang dikehendaki 

oleh iklan tersebut. Banyaknya iklan yang muncul diberbagai media membuat 

pengiklan harus kerja keras untuk membuat pesan iklan bisa mengena dan mudah 

diingat oleh khalayak. Iklan dianggap sebagai acuan dikehidupan masyarakat, hal 

                                                           
76  NHT Siahaan, Op. Cit, hlm, 127. 
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ini disebabkan karena iklan adalah sebuat bukti apalagi penggambaran yang 

ditampilkan terlihat nyata, menarik dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. 

Dalam melakukan periklanan setiap pelaku usaha harus memperhatikan 

peraturan mengenai peraturan periklanan yang berlaku. Keinginan pelaku usaha 

parfum beriklan semakin bertambah tinggi dengan munculnya berbagai media 

iklan baru, seperti televisi yang semakin memperluas daya jangkau penyebaran 

iklan sampai kepada konsumen. Iklan di media tv di Indonesia saat ini sudah 

sangat banyak dan sudah merajalela  di periklanan media masa yang ada di 

Indonesia terutama di media tv. Para pelaku usaha dari berbagai produk  banyak 

sekali membuat iklan namun iklan yang dibuat terkadang terlalu berlebihan dan 

menyesatkan banyak konsumen, seperti iklan parfum di televisi yang membuat 

iklan dari produknya tersebut seolah olah parfum yang paling wangi sehingga 

apabila parfum itu digunakan maka semua orang akan datang untuk dekat-dekat 

dengan orang yang menggunakan parfum tersebut. Di sisi lain iklan parfum juga 

ada yang membuat iklan atas produknya tersebut dengan cara adanya bidadari 

yang datang mendekat dengan seseorang yang menggunakan parfum tersebut.  

Namun pada kenyataannya ketika sudah menggunakan parfum tersebut tidak ada 

orang yang mendekat dan tidak ada bidadari yang datang kepada seseorang yang 

sudah menggunakn parfum tersebut. Iklan parfum seperti ini sering kali muncul di 

berbagai stasiun  tv swasta yang ada di Indonesia, seperti stasiun TV R, stasiun 

TV E, stasiun TV B, dan stasiun TV C. Berikut ilustrasi gambar pada iklan seperti 

yang telah dikemukakan di atas: 
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GAMBAR 3.1. Identifikasi Karakter Iklan Axe Versi "Bidadari Lupa Diri" 
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Iklan tersebut merupakan iklan parfum Axe yang diproduksi oleh perusahaan 

Unilever, iklan ini seringkali ditampilkan banyak di beberapa stasiun TV di 

Indonesia, seperti stasiun TV R, stasiun TV E, stasiun TV B, dan stasiun TV C. 

Mungkin sebagian besar masyarakat sudah mengenal produk parfum pria Axe. 

Iklan Axe di televisi pun sudah melekat di hati para konsumen periklanan televisi, 

karena iklan tersebut yang paling sering diputar di televisi, berulang-ulang. Iklan 

parfum tersebut dengan lihainya menarik hati sebagai besar konsumen periklanan 

parfum di televisi untuk membeli produk mereka . 

Pada iklan ini menampilakan seseorang laki-laki menyemprotkan parfum ke 

seluruh badannya sebelum tidur, lelaki tersebut kemudian naik ke atas kasurnya 

dan menarik selimutnya. Tiba- tiba ada yang menarik selimutnya hingga laki-laki 

tersebut membuka mata, ternyata ada seorang bidadari yang menarik selimutnya, 

lalu laki-laki tersebut terkejut. Sang bidadari menghirup aroma tubuh laki-laki 

tersebut dengan penuh ketertarikan, sang bidadari tidur di samping lelaki tersebut 

dengan terpesona, kemudian bidadari lain datang duduk di samping lelaki dan 

menaruh kepala laki laki tersebut  pada pangkuan sang bidadari yang lain yang 

baru datang untuk dipijat dan sang lelaki terlihat senang. Setelah dipijat kemudian 

datang lagi seseorang bidadari dengan membawa minuman untuk diberikan pada 

lelaki tersebut, setelah itu datang satu bidadari lagi dengan memberikan tatapan 

menggoda sambil bermain busa-busa pada sabun. Setelah itu iklan parfum 

berakhir dengan muncul teks “Wangi Seksinya Bikin Bidadari Lupa Diri”. 

Pada iklan Axe versi "Bidadari lupa diri" adalah salah satu produk parfum 

laki-laki. Unsur drama atau cerita pada iklan Axe versi ini sangat menarik, yaitu 
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dimana seorang pria ketika akan tidur menyemprotkan parfum Axe dan setelah itu 

datanglah satu per satu wanita menghampiri seolah-olah tertarik dengan wangi 

parfum Axe. Di akhir adegan terdapat suatu kata penutup yaitu "wangi seksinya 

membuat bidadari lupa diri" 

Iklan Axe yang penulis lihat di televisi biasanya menggunakan “bahan dasar” 

yang sama untuk setiap produknya. Seorang laki-laki tampan, sebotol parfum Axe 

berukuran sedang/besar, dan para wanita cantik. Dari iklan tersebut, dapat 

diketahui seperti yang dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, iklan Axe selalu 

menggunaka “bahan dasar” yang sama dalam setiap iklannya. Yang berubah pada 

iklan Axe hanyalah “resep” yang digunakan serta “bumbu pelengkap”yang 

ditambahkan. Iklan-iklan produk Axe tersebut selalu menceritakan seorang laki-

laki yang setelah menggunakan parfum Axe, akan mudah didekati para wanita-

wanita cantik di sekelilingnya. 

Iklan parfum Axe tersebut menujukan bahwa adanya iklan yang terlalu 

berlebihan dalam mempromosikan produknya pada masyarakat melalui iklan di 

televisi. Iklan seperti ini terkadang menimbulkan permasalahan pada konsumen 

karena iklan yang dibuat dan ditampilakn di televisi tidak sesuai dengan 

kenyataan ketika parfum sudah digunakan oleh konsumen, hal ini sering kali 

membuat konsumen merasa kecewa dan merasa dirugikan oleh pelaku usaha 

parfum.  

Iklan Parfum Periklanan Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Iklan yang 

dibuat pun terkadang sudah berlebihan. Di dalam Periklanan sendiri pun boleh 

saja berkreasi namun kreasi yang dibuat terkadang tidak mengacu pada aturan 
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yang ada. Di sisi lain iklan parfum yang dibuat sering kali membuat iklan yang 

berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan ketika parfum yang diiklankan 

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang diiklankan ditelevisi. Selain 

itu iklan parfum yang ditampilkan di berbagai stasiun tv sering kali membuat 

iklan dengan ide kreasi mereka tanpa melihat apakah iklan yang buat tidak 

berlebihan dan merugikan konsumen. Iklan parfum berlebihan sering kali 

membuat konsumen merasakan kecewa dan dikecewakan oleh pelaku usaha 

parfum. 

Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, iklan merupakan sebagian dari 

kehidupan media komunikasi yang starategis bagi pengembangan dunia usaha 

serta berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan nasional. Periklanan 

bukan hanya semata sebagai sarana promosi tetapi juga di dalamnya terkandung 

tujuan idiil. Oleh karena itu, iklan tidak hanya ditinjau dari segi kepentingan 

pengiklanan atau perusahaan periklanan saja, tetapi di dalamnya juga terkait 

kepentingan umum atau kepentingan nasional. Dengan perkataan lain, 

pengembangan usaha periklanan perlu menyadari dan memperhatikan adanya 

keseimbangan antara tujuan komersial yang hendak diperoleh dengan tujuan 

idiilnya. Pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan 

komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen untuk menyampaikan 

informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggarannya 

melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang 

sama yaitu untuk memberikan informasi dan membujuk para konsumen untuk 
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mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa aktivitas 

mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. 

B. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Iklan Parfum di TV 

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas serta dengan strata yang 

sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha seringkali melakukan kegiatan 

pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang paling 

efektif agar mencapai keadaan konsumen yang sangat majemuk tersebut. Cara 

pelaku usaha yang seperti itu, kadangkala bersifat negatif bahkan tidak terpuji 

yang seringkali mengakibatkan dampak buruk antara lain menyangkut buruknya 

kualitas produk, informasi sesat, pemalsuan, dan sebagainya.77 Dengan adanya hal 

seperti itu, maka lahirlah UUPK untuk mengakomodir hak-hak konsumen. Dalam 

Pasal 3 UUPK, dimuat mengenai maksud dan tujuan dibentuknya UUPK. Adapun 

maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

                                                           
77

 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen , Op. Cit, hlm, 67. 
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barangdan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Kemudian tujuan-tujuan tersebut dipertegas dalam Pasal 4 UUPK yang berisi 

tentang hak-hak konsumen. Hak-hak kosnumen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 
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h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dari hak-hak Konsumen diatas, jelas terlihat bahwa objek utama yang 

dilindungi dalam UUPK ini adalah konsumen tercermin dari kompleksnya hak-

hak konsumen yang diatur di dalamnya.  Konsumen periklanan adalah suatu iklan 

mengenai barang atau jasa yang umum dibeli masyarakat. Konsumen dalam hal 

ini merupakan pihak yang membeli suatu produk yang diiklankan oleh pelaku 

usaha mengenai barang/jasa yang ditawarkan melalui iklan. Konsumen dengan 

melalui iklan dapat mengetahui adanya suatu produk yang menurutnya dapat 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, sehingga konsumen dapat dikatakan 

sebagai konsumen periklanan. 

Di sisi lain konsumen periklanan juga berhak menuntut hak-haknya yang telah 

dilanggar oleh pelaku usaha dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen 

periklanan. Dalam periklanan pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak 

konsumen seperti yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 

1999 tentang  Perlindungan Konsumen. Dalam periklanan parfum hak- hak 

konsumen sering kali dilanggar oleh pelaku usaha parfum, seperti hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalaam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa, hak atas infomasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi barang 

dan/atau jasa yang digunakan. Selain itu juga hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 
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diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. 

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, 

memperoleh advokasi, pembinaan,pelakuan yang adil, kompensasi sampai ganti 

rugi. Pada iklan parfum sering kali pelaku usaha parfum membuat iklan terhadap 

produknya secara berlebihan, sehingga dari iklan parfum yang dibuat konsumen 

merasa kecewa dan dirugikan dari iklan parfum tersebut, karena kebanyakan 

konsumen menggunakan parfum berdasarkan iklan yang tayangkan di media tv.  

Iklan parfum yang diiklankan sering kali kenyataannya ketika parfum yang sudah 

digunakan tidak sesuai dengan yang iklankan di televisi, Hal seperti ini lah yang 

membuat konsumen kecewa dan merasa dirugikan. 

Menurut salah satu konsumen yang menggunakan parfum yang dibeli karena 

melihat iklan di stasiun TV R , parfum yang dibeli dan digunakan oleh konsumen 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ditayangkan di dalam iklan parfum tersebut di 

media televisi, selain itu konsumen merasakan dampak yang merugikan diri 

konsumen, dimana konsumen mengalami iritasi setelah menggunakan produk 

parfum tersebut. Hal ini membuat konsumen benar-benar merasa  kecewa 

terhadap produk parfum yang telah dibeli dan digunakan oleh konsumen. selain 

itu konsumen merasa dirinya telah dirugikan oleh pelaku usaha parfum.78 

Konsumen yang dirugikan tersebut merasakan hak nya sebagai konsumen telah 

dilanggar oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha telah memberikan informasi 

yang tidak benar dan  tidak sesuai dengan produk parfum yang di iklankan. Dalam 

                                                           
78 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Konsumen Bernama Ives, Pada Hari Jumat, 

Tanggal 3 Maret 2017, pukul 13:30. 
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hal ini hak yang langgar yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Konsumen yang menggunakan parfum karena melihat iklan di  stasiun TV R 

dan stasiun TV C menjelaskan bahwan konsumen tersebut membeli parfum 

karena iklan parfum yang ditanyangkan membuat konsumen tertarik untuk 

menggunakan parfum yang diiklankan tersebut. Parfum yang telah dibeli 

konsumen ini membuat konsumen kecewa, karena parfum yang dipromosikan 

melalui iklan ini setelah digunakan oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang 

diiklankan di televisi apabilan sudah menggunakan parfum tersebut. Hal ini 

membuat konsumen merasa dirinya telah tertipu terhadap iklan parfum yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha melalui iklan di televisi.79 Disis lain konsumen 

merasa haknya telah dilanggar, diman konsumen tidak mendapatkan informasi 

yang benar terhadap iklan parfum yang ditayangkan di televisi. Hal ini jelas 

bahwa hak konsumen yang dilanggar oleh pelak usaha adalah hak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Di sisi lain menurut salah satu konsumen lainnya yang menggunakan parfum 

berdasarkan melihat iklan di stasiun TV R, konsumen membeli parfum tersebut 

karena tertarik pada parfum tersebut berdasarkan iklan yang ditampilkan di 

televisi. Parfum yang digunakan konsumen berdasarkan melihat iklan di televisi 

membuat konsumen ini merasa kecewan dan dirugikan. Hal ini dikarena ketika 

parfum tersebut digunakan tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di televisi. 

Selain itu konsumen mersakan hidungnya menjadi gatal setelah menggunakan 
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parfum tersebut.80 Konsumen dalam hal ini merasa haknya sebagai konsumen 

telah dilanggar oleh pelaku usaha parfum, karena konsumen tidak mendapatkan 

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau 

jasa. Dengan dilanggarnya hak konsumen ini, konsumen merasakan dirinya telah 

dirugikan oleh pelaku usaha parfum dan merasa tertipu terhadap iklan yang 

ditampikan di televisi. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 konsumen iklan 

parfum, dimana ketiga konsumen merasakan keluhan yang sama terhadap iklan 

parfum yang ditampilkan pada stasiun TV R, stasiun TV E, stasiun TV B, dan 

stasiun TV C. Di sisi lain para konsumen merasa kerugian yang sama dan 

merasaka hak mereka sebagai  konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha 

parfum periklanan. Hak konsumen yang dirasa para konsumen telah dilanggar 

adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang 

dan/atau jasa. Ketiga konsumen ini merasakan hak atas informasi yang benar yang 

tidak mereka dapatkan dari pelaku usaha periklanan, sehingga para konsumen 

merasa dirinya telah dirugikan. 

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dalam setiap transaksi 

Pasal4 UUPK atau pengguna suatu produk barang/jasa tertuan, pihak pelaku 

usaha harus menjamin semua hak  tersebut terpenuhi. Dari perspektif  kepentingan 

konsumen, tahap-tahap dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, maka 

hak yang paling penting adalah hak atas informasi. Hak atas informasi ini penting, 
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karena informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi konsumen untuk mengambil 

keputusan untuk melanjutkan transaksi atau keputusan untuk menggunakan atau 

tidak menggunakan suatu produk barang dan jasa. Dengan kata lain, hak atas 

informasi ini penting, karena hak ini menjadi dasar bagi pelaksana hak-hak yang 

lainnya, misalnya hak untuk memilih produk yang kemudian dilanjutkan dengan 

hak atas fair agreement. Tanpa perlindungan atas hak informasi, konsumen akan 

menghadapi kesulitan dalam menemukan hak-hak lain. Secara teoritis,informasi 

produk sebenarnya tidak saja untuk kepentingan konsumen, tetapi juga untuk 

kepentingan produsen sendiri, karena informasi tentang produk juga berfungsi 

sebagai tanda atau pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. 

Artinya, produk yang dijual akan dicari konsumen karena pengetahuan tentang 

produk tersebut melalui berbagai sarana informasi. 81 

 

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Iklan Parfum di TV 

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia 

secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disegaja maupun 

tidak disengaja. Tanggung jawab ini bersifat kodrati, artinya tanggung jawab 

tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia, sehingga sudah 

pasti masing-masing orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri ssecara 

individu. Tanggung jawab pelaku usaha iklan parfum di stasiun TV R, stasiun TV 

E, stasiun TV B dan stasiun TV C yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen 

yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur dalam UUPK. Hal ini jelas bahwa 
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apabila konsumen merasa dirugikan terhadap produk yang diiklankan oleh pelaku 

usaha di televisi maka yang  harus bertanggung jawab atas kerugian yang 

dirasakan oleh konsumen adalah pelaku usaha iklan parfum di televisi itu sendiri. 

Dalam hal ini yang merupakan pelaku usaha periklana parfum adalah perusahaan 

yang memproduksi parfum yang diklankan di televisi tersebut. Hal ini terlihat 

jelas bahwa perusahaan yang memproduksi parfum yang diklankan itulah yang 

wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat iklan 

parfum yang dibuat di televisi yang terlalu berlebihan, sehingga dapat 

menimbulakan kekecewaan dan kerugian teerhadap konsumen. 

Pada kenyataan yang ada banyak konsumen merasa dirugikan terhadap 

berbagai iklan yang ditayangkan di telvisi. Dalam hal ini konsumen periklanan 

perfum di televisi swasta yang ada di Indonesia seperti, stasiun TV R, stasiun TV 

E, stasiun TV B, dan stasiun TV C banyak konsumen merasa dirugikan terhahap 

iklan parfum yang ditayangkan pada stasiun-stasiun TV tersebut. Kerugian yang 

sering kali muncul adalah konsumen tidak mendapatkan apa yang di ingikan dari 

iklan parfum tersebut dan tidak mendapatkan kesesuaian dengan kenyataan yang 

diiklankan oleh pelaku usaha parfum di televisi. Selain itu berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa konsumen ada 

konsumen  yang mengalami iritasi, dan gatal pada hidungnya ketika 

menggunakan parfum yang diiklankan di televisi. Hal ini membuat konsumen 

merasa dirugikan, dan merasa  tidak aman menggunakan parfum yang diiklankan 

di televisi. Dalam hal ini konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum 

akibat dari ulah pelaku usaha parfum yang membuat iklan terlalu berlebihan  yang 
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berdampak merugikan banyak konsumen. Di sisi lain  konsumen menjadi  takut 

dan sulit untuk percaya lagi terhadap iklan-iklan apa saja yang ditayangkan di 

televisi. 

 Tanggung jawab pelaku usaha periklanan parfum dalam UUPK telah 

tercantum sebaagaimana terdapaat dalam Pasal 19 UUPK. Di dalam UUPK 

terdapat 3 (tiga) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam 

hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Pasal 19 UUPK merumuskan 

tanggung jawab produsen sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang dihasilkan atau dipandangkan; 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud atay (1)dapat berupa pengembalian uang 

atau penggantian barang dan/atau jasayang sejenis atau seacar nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh)hari setelah 

tanggal transaksi; 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab 

dari pelaku usaha itu meliputi: 

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 
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b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaraan dan 

c. Taanggung awab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

Di sisi lain yang dimaksud dengan  pelaku usaha periklana parfum yaitu 

pelaku usaha yang bertanggungjawab atas iklan yang ditayangkan di media 

televisi, radio, maupun media lainnya yang menjadi sarana untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu produk  yang diiklankan. 

Pelaku usaha periklanan parfum dalam membuat iklan pada produknya harus 

memperhatikan aturan mengenai tata cara periklanan yang benar dan tidak 

melanggar aturan pada Pasal 17 UUPK mengenai larangan bagi pelaku usaha 

periklanan. Pelaku usaha periklanan parfum tidak boleh membuat iklan yang 

melakukan kebohongan terhadap produknya dan tidak boleh membuat iklan yang 

terlalu berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian  terhadap konsumen akibat 

iklan yang tidak sesuai dengan fakta terhadap produk yang diiklankan. 

Dalam hal ini larangan-larangan yang sering kali dilanggar oleh pelaku usaha 

periklanan  yaitu, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

Dari larangan-larangan yang telah di langgar ini lah pelaku usaha periklanan harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat, sehingga 

menimbulkan kerugian terhadap konsumen. 

Keberhasilan atau kegagalan di dalam menjual suatu produk, pada dasarnya 

tidak jarang ditentukan oleh sikap kreatif dari pelaku usaha dalam mengiklankan 
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produknya. Oleh karenanya tidaklah mudah berbicara tentang kratifitas dalam 

penjualan. Idiologi persaingan yang ada di kalangan pelaku usaha setidaknya 

memacu seorang pelaku usaha untuk senantiasa bersikap kreatif membaca situasi 

pasar dan kemudian menjabarkannya dalam berbagai kebijakan guna 

meningkatkan penjualan, termasuk di bidang periklanan. Guna meningkatkan 

penjualan, kegiatan pemasaran melalui media iklan gencar dilakukan dengan 

dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menembak sisi psikologis 

konsumen, bukan ratio konsumen, bukan ratio konsumen bersangkutan.82 

Menurut pelaku usaha parfum, parfum merupakan produk satu satunya yang 

dibutuhkan manusia, karena tubuh manusia itu berbau sehingga memerlukan 

parfum untuk membuat tubuh tetap menjadi wangi. Pelaku  usaha parfum dalam 

membuat produknya selalu mencari cara bagaimana caranya produk yang dibuat 

berbeda dengan produk parfum yang belum ada dibuat oleh pelaku usaha parfum 

lainnya. Salah satu caranya membuat iklan, dimana parfum tersebut digunakan 

seseorang dan wangi parfum yang digunakan membuat orang mendekat karena 

bau parfum yang wangi. Dengan cara seperti itu lah pelaku usaha 

menggunakannya  dalam mengiklankan produknya, selain itu dalam cara 

periklanannya pelaku usaha terlebih dahulu memurahkan harga parfumnya 

tersebut, menawarkan bahwa parfumnnya yang produksi mereka parfum yang 

wangi dan murah. 83Pelaku usaha dalam memproduksi dan mengiklankan 

produknya sering terjadi komplain dari konsumen terhadap parfum yang mereka 
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jual, misalnya konsumen tidak mendapatkan wangi parfum sesuai dengan yang 

diiklankan, harga yang tidak tetap dan menjadi  mahal tidak sesuai dengan yang 

ditawarkan. Dalam mengatasi komplain seperti itu pelaku usaha melakukan ganti 

rugi kepada konsumen namun ganti rugi yang dilakukan dilakukan dengan cara 

menawarkan produk parfum dengan wangi yang lain dengan harga yang diberi 

diskon, sehingga harga menjadi lebih murah.84 

Permasalahan akan timbul apabila pelaku usaha parfum untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar membuat iklan yang bertentangan dengan asas-asas yang 

terdapat dalam kode etik periklanan. Untuk itu pelaku usaha periklanan parfum 

harus mempertanggung jawabkan atas iklan yang dibuatnya utuk menawarkan 

produk barang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen 

dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha parfum. Mengenai 

pertanggungjawaban ini terdapat undang-undang yang mengatur mengenai 

periklanan walaupun tidak secara khusus.85 Untuk itu pelaku usaha periklanan 

parfum harus mempertanggung jawabkan atas iklan yang dibuatnya untuk 

menawarkan barang dan/jasanya kepada konsumen. 

 

D. Upaya Hukum Atas Iklan di Media TV yang Merugikan Konsumen 

Manusia di dalam kehidupannya memiliki berbagai kebutuhan seperti 

sandang, papan, dan pangan. Namun ada juga kebutuhan lain di luar itu yang 

mendukung keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan lain tersebut merupakan suatu 
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kebutuhan tambahan yang tidak harus dipenuhi namun memiliki posisi yang 

penting dalam menjalani kehidupan, seperti kebutuhan dalam hal fashion, 

kecantikan dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

memiliki beberapa gaya konsumtif disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat konsumtif tersebut 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

berpengaruh pada perilaku konsumtif individu adalah motivasi, harga diri, 

observasi, proses belajar, kepribadian dan konsep diri. Faktor eksternal yaitu 

faktor yang berpengaruh pada perilaku konsutif individu adalah kebudayaan, kelas 

social, kelompok-kelompok social, dan referensi serta keluarga. 

Kebutuhan yang semakin kompleks tersebut harus dipenuhi oleh manusia 

karena dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia 

dalam memenuhi kebutuhan tersebut melakukan berbagai usaha, kecenderungan 

orang dewasa ini lebih suka menggunakan cara-cara yang mudah untuk 

menentukan dan menemukan kebutuhannya, salah satunya adalah dengan melihat 

produk-produk yang diiklankan di TV.   

Periklanan khususnya pada televisi sudah melekat pada masyarakat indonesia. 

Masyarakat Indonesia  terbiasa menyaksikan iklan televisi jika acara televisi 

sedang ada jeda pariwara. Iklan di televisi yang jenisnya bermacam-macam dapat 

membuat penonton bosan ada pula iklan yang mampu membuat penonton tertarik 

dengan iklan tersebut. Iklan televisi mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan iklan televisi yaitumenghibur masyarakat, memiliki lagu dan tema 
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yang unik, kreatif dalam menampilkan iklan. Kelemahan iklan televisi yaitu 

sering dihindari jika iklan tersebut kurang menarik. 

Masyarakat masih kurang mampu menangkap pesan di dalam iklan yang 

ditayangkan oleh televisi. Pesan ini yang nantinya akan berpengaruh bagi mereka, 

baik dalam hal positif maupun negatif. Di sisi lain masyarakat sebenarnya tidak 

mengetahui dan mengkaji lebih dalam iklan yang ditampilkan yang sebenarnya 

masih memiliki kontroversi. Masih banyak iklan yang melanggar ketentuan 

mengenai penyiaran seperti yang dikatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) “ isi siaran 

wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk 

pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga 

persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya 

indonesia.” 

Di sisi lain ada beberapa konsumen periklanan  yang melakukan upaya 

hukum guna mendapatkan ganti kerugian akibat iklan di tv, tetapi ada juga 

beberapa konsumen yang tidak melakukaan upaya hukum guna memperoleh ganti 

kerugian. Dari beberapa konsumen yang penulis wawancara tidak ada satupun 

konsumen melakukan penututan kepada pelaku usaha periklanan guna 

memperoleh haknya, melainkan mereka hanya diam saja. Dari adanya kerugian 

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tidak banyak konsumen melakukan gugatan 

untuk memperoleh haknya. Namun apabila konsumen ingin melakukan gugatan 

terhadap pelaku usaha periklanan, konsumen dapat melakukan upaya hukum yang 

telah diatur dalam UUPK. 
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 Berdasarkan wawancara dengan KPI, KPI sendiri selalu memberikan 

himbauan kepada seluruh kantor penyiaran untuk tidak mengiklankan iklan yang 

berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dalam 

membuat iklan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaku 

usaha, salah satunya mentaati kode etik periklanan. Dalam periklanan apabila ada 

pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atau tidak mentaati peraturan yang 

berlaku maka dari pihak KPI sendiri akan memberikan sanksi kepada pelaku 

usaha tersebut. Sanksi pertama yang diberikan oleh KPI yaitu, memberikan surat 

himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran bahwa iklan yang ditampilkan 

tersebut berpotensi kurang baik, KPI sendiri akan meminta untuk iklan tersebut 

disensor pada bagian yang melanggar atau merevisi ulang iklan yang telah dibuat. 

Apabila sanksi yang pertama tidak dilaksanakan maka KPI akan menjatuhkan 

sanksi administrasi yaitu, berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran 

ketiga. Apabila sudah mencapai pada sanksi teguran ketiga, namun tidak juga 

dilaksanakan maka KPI akan meminta lembaga penyiaran dan pelaku usaha untuk 

melakukan pemberentian penanyangan terhadap iklan yang telah melanggar 

tersebut.  86 

Upaya yang dapat konsumen lakukan apabila dirugikan oleh pelaku usaha 

periklanan yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

UUPK dapat berupa: melakukan pelaporan ke instannsi pemerintah terkait, dan 

dapat melakukan pelaporan secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (BPSK, 

Penyelesaian alternatif). 
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1. Penyelesaian Di Luar Pengadilan 

Pasal 47 mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 

kembali atau tidak terutang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Penyelesaian di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu: 

a. Penyelesaian secara damai diantara mereka yang bersengketa. 

Cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, tidak menutup kemungkinan 

dilakukannya penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang 

bersangkutan. Penyelesaian sengketa secara damai yang dimaksud adalah 

penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku 

usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK), dan tidak bertentangan dengan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen ini. 

Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh 

orang yang merasakan berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggatian 

kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-

syarat tertentu. Menurut Pasal19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, konsumen yang 

merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung pengganntian kerugian 

kepada produsen, dan produsen harus membei tanggapan dan/atau penyelesaian 

dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Dengan penetapan 

jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam 
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Pasal19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksud 

di sini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam 

terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang 

ditempuh dengan jalan damai (bdk. Pasal 47 UUPK).  

Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk 

menuntut pelaku usaha secara pidana. Maka dengan mengikuti ketentuan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian 

sengketa luar pengadilan itu dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsilisasi, atau penilaian ahli. Dengan berarti bahwa sengketa konsumen 

diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui nogosiasi, terjadi proses tawar-menawar untuk 

mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi 

antara pelaku usaha dan konsumen.87 Dengan cara mediasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli, dan pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa 

meemukan jalan penyelesaian di antara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud di 

sini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang 

bersengketa. Disini pihak ketiga tidak memberi putusan atas sengketa, tetapi 

membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.88 

b.   Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Bab XI 
                                                           

87
 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya 

Bakti, 2006, hlm, 146. 
88 Ibid, hlm, 147. 
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dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. BPSK merupakan lembaga khusus yang 

dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1)). 

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau 

di antara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus 

terebeut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengikuti ketentuan Pasal 23 UUPK 

penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena 

produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tercapai 

kesepakatan. Jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan BPSK ini tidak berhasil 

menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan 

korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan 

kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan 

penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli 

warisnya. Sedangkan pihak lain yang dimungkinkan menggugat sebagaimana 

dimaksuddi dalam Pasal 46 UUPK, seperti kelompok konsumen lembaga swadaya 

masyarakaat, dan pemerintah, hanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

(umum), tidak ke BPSK. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membuat ketentuan tentang 

bagaimana gugatan atau tuntutan diajukan. Mengikuti kebiasaan yang umum 

berlaku dalam berpekara perdata di pengadilan, tuntutan diajukan dalam bentuk 

surat gugatan (tertulis) dengan sekurang-kurangnya meguraikan identitas, dasar 
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tuntutan, dan isi tuntutan.89 Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK 

adalah sebagai melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Dalam menangani dan 

menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk Majelis dengan jumlah 

anggota harus ganjil, yaitu terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili 

semua unsur dibantu seorang panitera. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan 

sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 21 (dua 

puluh satu) hari terhitung sejak gugatan itu diterima. Menurut Pasal 54 ayat (3) 

bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. 

Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan oleh pelaku dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari setelah putusan diterima. 

2.   Penyelesaian melalui pengadilan 

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam 

tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herziene 

Inlands Regeling (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, 

Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan 

Madura. Keduanya tidak mempunyai yang mendasar (prinsipiil).90 

Peradilan Negeri adalah salah satu badan peradilan dalam lingkungan umum. 

Pengadilan Negeri merupakan salah satu peradilan yang mempunyai kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Tugas pokok pengadilan negeri 
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adalah menerima memeriksa dan mengadili srtamenyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970. Tugas pokok tersebut dapat terlaksana apabila ada pengajuan sengeketa atau 

perkara oleh pihak yang bersengketa ke pengadilan. Ada 3 (tiga) alur yang 

berkaitan dengan bekerjanya pengadilan yaitu: (1) menerima masukan /input, (2) 

melakukan persidangan/ prosess, (3) menghasilkan keluaran/ output. Mesukan 

berupa adanya pengajuan gugatan dari pihak yang berpekara atau yang 

bersengketa, persidangan berupa pemeriksaan di muka sidang, dan keluaran 

berupa pada pengadilan tersebut sekalipun dapat dipisahkan tetapi dalam 

operasionalnya tidak bisa berdisi sendiri.91 

Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat “final” diartikan tidak adanya 

upaya banding dan kasasi, yang ada “keberatan”, Apabila  pelaku usaha keberatan 

atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK, maka ia dapat mengajukan 

keberatannya itu kepada Pengadilan Negeri,  menurut Pasal 58 UUPK dalam 

jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha 

memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya 

keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi 

luang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari 

sejak permohonan kasasi. 

Cara mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha 

berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUPK  dapat dilakukan oleh: 
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a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 

tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan 

telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya; 

d. Pemerintah dan ataau instansi terkait apabila barang danatau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. 

Agar UUPK ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, maka terdapat 

sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. 

Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Bab XIII UUPK dimulai dari Pasal 60 sampai 

dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari: 

1. Dalam Pasal 60 angka 2 BPSK dapat menjatuhkan sanksi administratif 

berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

2. Dalam Pasal 62 angka 1 pelaku usaha yang melanggra ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan 

Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

Ketentuan Pasal 62 angka 2 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), 
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Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penajar 

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana  denda paling banyak Rp. 

500.000.000,oo (lima ratus juta). 

Adapun mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap tayangan iklan di 

media televisi telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 akan tetapi 

pengaplikasian undang-undaang tersebut belum memadai karena banyaknya 

pelaku usaha yang melangar ketentuan tersebut terutama yang tertuang dalam 

pasal 8 sampai Pasal 17 sehingga perlindungan terhadap konsumen belum 

dirasakan. Undang-undang perlindungan konsumen dalam rangka melindungi 

konsumen selain lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Dalam Bab IX 

Pasal 44 memungkinkan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini mempunyai tugas salah satunya membantu 

konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termmasuk menerima keluhan 

atau pengaduan dari konsumen seperti YLKI dan YPKB.92 

Dalam UUPK Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa pelindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang 

adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk 

barang/jasa pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban 

dan melanggar larangan tersebut, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat 

meminta pertanggungjawaban. Pasal 20 UUPK menetapkan bahwa “Pelaku usaha 

periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang 
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 Marvianus Gaharpung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Tindakan Pelaku 
Usaha, Vol.3 No.1 Juli 2000, hlm. 42. 
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ditimbulkan oleh iklan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen isinya 

adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi. 

Salah satunya melindungi konsumen atas iklan menyesatkan yang ditayangkan di 

media televisi. Permasalahan akan timbul apabila pelaku usaha untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar membuat iklan yang bertentangan dengan 

asas-asas yang terdapat dalam kode etik periklanan. Untuk itu pelaku usaha 

periklanan harus mempertanggung jawabkan atas iklan yang dibuatnya untuk 

menawarkan barang dan/jasanya kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk 

melindungi konsumen dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pelaku 

usaha. Mengenai pertanggungjawaban ini terdapat undang-undang yang mengatur 

mengenai periklanan tidak secara khusus.93 

Terlepas dari kompleksitas penentuan subyek yang harus bertanggungjawab, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara nyata melalui Pasal 60 UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi sanksi 

administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan larangan iklan 

tersebut. “Adapun sanksi administratif tersebut adalah sebanyak-banyaknya 

sebesar Rp 200.000.000,-Dalam melakukan kerjasamanya, ketiga pihak yang 

berkepentingan dalam periklanan pada umumnya melakukan suatu 

perjanjian/kontrak secara tertulis, karena ini menyangkut beban 

pertanggungjawaban yang ditanggung dan di samping itu perjanjian/kontrak juga 
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dapat digunakan sebagai bukti dalam suatu peradilan apabila ada konsumen yang 

menggugat atas suatu iklan yang merugikan.94 

Pertanggung jawaban dapat diberlakukan terhadap para pelaku periklanan 

apabila dalam pembuatan atau produksi, penerbitan atau penyebaran isi materi 

suatu iklan melanggar Tata krama dan Tata Cara Periklanan sehingga 

menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen. Pertanggung jawaban 

tanggung renteng dapat diberlakukan terhadap para pelaku usaha periklanan 

apabila dalam pembuatan atau produksi, penerbitan atau penyebaran, isi materi 

suatu iklan melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, sehingga 

menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen. 

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang disempurnakan pada 

bab V sub 4 tentang bobot pelanggaran menyebutkan bahwa : 95 

1. Bobot pelanggaran tata krama dan tata cara periklanan Indonesia ditentukan 

secara klausul dan dengan melihat bobot, peran dari masing-masing pihak yang 

terlibat.  

2. Bobot, peran atau besarnya keterlibatan masing-masing pihak didasarkan pada 

peringkat pemrakarsa atau “otak” pelanggaran, pelaksana pelanggaran dan 

pembantu pelanggaran.  

Jadi pada dasarnya komponen pelaku usaha periklanan dapat dituntut ke 

pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila 

ternyata iklan yang dibuat merugikan konsumen dengan alasan memberikan suatu 
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95 Ibid. 
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informasi yang menyesatkan dari informasi yang sebenarnya dari keadaan nyata 

suatu barang dan/atau jasa. 

Bentuk Perlindungan hukum lain bagi konsumen atas iklan di media tv yang 

menyesatkan dalam UUPK, yaitu dengan adanya pengaturan dalam Bab III Pasal 

4 sampai dengan Pasal 7 mengenai hak-hak dan kewajiban konsummen dan juga 

hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. 

Dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai 

tanggung jawab pelaku usaha periklanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal 

ini untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha periklanan yang curang. Sistem 

pembuktian terbalik sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 22 dan Pasal 28 

UUPK juga merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha 

yang curang. Begitu pula adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku 

usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK. 

Disisi lain Islam menekankan sisi moralitas dalam semua kegiatan yang 

dilakukan manusia, oleh karena itu hukum-hukum yang ditetapkan Allah 

termasuk dalam aspek ekonomi atau bisnis, harus memiliki suatu keterkaitan. 

Keberhasilan dalam pandangan ekonomi Islam terletak pada kesesuaian antara 

kebutuhan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari suatu kegiatan 

ekonomi, maka stabilitas dan keseimbangan sosial akan sangat rapuh dan 

akhirnya akan runtuh. Karena saat itu yang terjadi adalah persaingan tidak sehat, 
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curiga-mencurigai, dan kerja sama yang tidak saling menguntungkan. Dalam 

konteks moralitas ada beberapa pembahasan antara lain96 

Kejujuran dalam berbisnis lebih berpengaruh daripada kesamaan agama, 

bangsa bahkan kekeluargaan yang tidak disertai kejujuran. Kunci keberhasilan 

bisnis dan kelanggengannya adalah kejujuran, termasuk kejujuran dalam 

berpromosi. Promosi yang berlebihan dan mengandung kebohongan merupakan 

salah satu bentuk ketidak jujuran yang justru pada akhirnya merugikan pebisnis 

dan produknya. Promosi yang berlebihan adalah bersumpah “demi Allah” untuk 

meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tawarannya yang mengandung 

kebohongan. Hal tersebut dilarangdalam QS. Al-Baqarah (2):224:9.97 “Dan 

janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang 

untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. 

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Dengan faktor kejujuran ini Nabi 

Muhammad SAW melarang al-najsy10, al-ghaban11, al-tadlis12, al-jahalah13, 

dan al-gharar14. yaitu mengajak orang lain untuk menawar padahal yang 

bersangkutan tidak bermaksud membeli, agar orang lain mengikuti ia dalam 

tawarannya. 

Tetapi apabila ditinjau buku kedua KUHP Bab XXV (dua puluh lima), 

termuat berbagai ketentuan mengenai kejahatan perbuatan curang atau yang lebih 

dikenal dengan istilah penipuan, yang terdiri dari dua puluh pasal. Dalam dua 

puluh pasal tersebut secara terperinci disebutkan perbuatan-perbuatan yang 

                                                           
96 Irtifaq, Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Benar ditinjau dari 

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Vol.2 No 01 Maret 2015, Hlm. 48-73 
97 Ibid., 
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dianggap sebagai penipuan, antara lain penipuan terhadap asuransi, persaingan 

curang, penipuan dalam jual beli, sampai kepada penipuan di bidang 

kepengacaraan. Setelah itu selain dapat dikenakan sanksi pidana pokok 

sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dapat pula diancam dengan hukuman tambahan, 

berupa:98 

1. Perampasan barang tertentu; 

2. Perampasan keputusan hakim; 

3. Pembayaran ganti rugi; 

4. Perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian 

konsumen; 

5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; 

6.    Pencabutan izin usaha.  

Bentuk lainnya untuk melindungi konsumen, yaitu dengan dibentuknya 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) yang diatur pada Bab VIII 

Undang-undang Perlindungan Konsumen mulai dari Pasal 31 sampai dengan 

Pasal 43. Salah satu tugas BPKN adalah menerima pengaduan tentang 

perlindungan konsumen dari masyarakat atau pelaku usaha.99  

Jadi pada dasarnya komponen pelaku usaha periklanan dapat dituntut ke 

pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila 

                                                           
98http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381300&val=8503

&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20KONSUMEN%20ATAS%20TAYA
NGAN%20IKLAN%20TELEVISI%20YANG%20MENYESATKAN. 

99
 Ibid., hlm, 76 



102 
 

ternyata iklan yang dibuat merugikan konsumen dengan alasan memberikan suatu 

informasi yang menyesatkan dari informasi yang sebenarnya dari keadaan nyata 

suatu barang/jasa. Disebutkan dalam Bab IV UUPK merupakan salah satu upaya 

dari undang-undang ini untuk menjangkau perlindungan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Sesuai pemaparan peneliti pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab 

rumusan masalah dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan di media televisi sudah 

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan baik, 

tetapi penegakan hukum untuk melindungi konsumen atas iklan di media TV 

belum dilaksanakan dengan baik baik, karena masih ada pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 4 huruf C UUPK mengenai hak-hak konsumen, Pasal 17 angka 1 

huruf C dan F UUPK mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

periklanan.  Selain itu Undang-undang Penyiaran juga sudah mengatur tata cara 

periklanan yang baik, namun tata cara penyiaran tersebut masih sering kali tidak 

dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha masih ada 

yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Hal ini terbukti dengan masih adanya 

iklan yang menyesatkan di televisi yang dibuat pelaku usaha untuk memproosikan 

barang atau jasa melalui sebuah iklan. Di sisi lain masihmasih banyak pelaku 

usaha tidak memperhatikan peraturan mengenai peraturan penyiaran yang berlaku. 

Serta masih banyak pelaku usaha yang melupakan tanggungjawab sebagai pelaku 

usaha dalam mempromosikan barang atau jasa melalui iklan di televisi. Di sisi 

lain dilihat dari pihak konsumen, dimana pihak konsumen tidak berhati hati dalam 

membeli sebuah produk yang dilihat melalui iklan di televisi. Serta masih banyak 
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konsumen yang membeli produk berdasarkan iklan di televisi tanpa 

memperhatikan dan meneliti dengan jelas terlebih dahulu mengenai produk yang 

ingin dibeli.  

 

B. Saran  

Adapun saran dan yang dapat penulis ajukan berdasarkan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen harus lebih teliti dan berhati- hati dalam membeli sebuah 

produk berdasarkan iklan yang di tayangkan di televisi, agar tidak 

merasaka kekecewaan dan kerugian akibat produk yang dibeli tidak sesuai 

dengan kenyataan seperti yang diiklankan di televisi.  

2. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan Undang-Undang tentang 

Penyiaran, Tata cara dan Kode Etik Periklanan sebelum membuat iklan 

yang akan ditayangkan di televisi, karena apabila tidak memperhatikan 

peraturan yang ada, maka pelaku usahadapat menimbulkan kekecewaan 

dan kerugian terhadap konsumen. 
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